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PRAKATA

Dalam dunia bisnis yang semakin kompleks, memahami hukum yang 
mengatur setiap aspek bisnis adalah kunci untuk keberhasilan dan 

kepatuhan. Buku “Hukum dan Kontrak Bisnis” hadir untuk memberikan 
panduan yang jelas dan mendalam tentang prinsip-prinsip dasar hukum 
bisnis yang penting untuk dipahami oleh mahasiswa, praktisi, dan semua 
pihak yang terlibat dalam dunia ekonomi.

Setiap transaksi bisnis melibatkan aturan dan ketentuan hukum yang 
harus dipatuhi. Pengetahuan tentang hukum ini tidak hanya melindungi 
kepentingan individu dan perusahaan tetapi juga membangun dasar keper-
cayaan dan kredibilitas dalam setiap hubungan bisnis. Buku ini menguraikan 
dengan detail berbagai aspek hukum bisnis, dari prinsip dasar hukum bisnis, 
klasifikasi perusahaan, hingga pembuatan perjanjian kontrak yang merupa-
kan landasan penting dalam setiap transaksi.

Di samping itu, buku ini juga membahas topik penting lainnya seperti 
surat berharga dan asuransi, yang berfungsi sebagai alat utama dalam mana-
jemen risiko bisnis. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) serta perlindungan 
konsumen juga menjadi fokus utama, karena keduanya memainkan peran 
penting dalam melindungi inovasi dan hak-hak konsumen dalam pasar 
yang kompetitif.
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Aspek anti-monopoli dan persaingan usaha yang sehat juga dibahas 
untuk memastikan pemahaman tentang bagaimana menjaga persaingan 
yang adil dan menghindari praktik bisnis yang merugikan. Selain itu, buku 
ini memberikan wawasan tentang penyelesaian sengketa ekonomi dan kepai-
litan, serta bagaimana hukum diterapkan dalam kontrak bisnis internasional.

Dengan kesadaran akan perkembangan dunia bisnis dan hukum yang 
terus berubah, buku ini berupaya untuk tetap relevan dengan memasukkan 
informasi terkini dalam bidang hukum bisnis. Oleh karena itu, buku ini 
diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi dunia akademik dan 
praktis di Indonesia. Serta semoga buku ini memberikan banyak manfaat 
dan membuka wawasan baru dalam memahami hukum dan kontrak bisnis.
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BAB I
PENGENALAN HUKUM BISNIS

Definisi dan Ruang Lingkup Hukum Bisnis
Hukum Bisnis adalah seperangkat aturan dan regulasi yang mengatur inter-
aksi dan transaksi dalam dunia bisnis. Hukum bisnis ini mencakup berbagai 
aspek hukum, seperti operasi perusahaan, kontrak, kewajiban, perlindungan 
konsumen, kepailitan, dan hak kekayaan intelektual. Hukum Bisnis menca-
kup berbagai bidang, termasuk hukum kontrak, hukum perusahaan, hukum 
pajak, hukum perdagangan internasional, hukum kekayaan intelektual, dan 
regulasi lingkungan (Saksono, 2024: 1).

Terdapat dua ahli yang memberikan pendapat mengenai definisi dari 
hukum bisnis, pendapat tersebut di antaranya yaitu: 
1.	 Pendapat Munir Fuady

Hukum bisnis mencakup aturan-aturan yang dirancang untuk mengatur 
berbagai aspek dalam pelaksanaan kegiatan perdagangan, industri, dan 
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keuangan. Aturan ini tidak hanya mengatur bagaimana produksi dan 
pertukaran barang atau jasa dilakukan, tetapi juga mencakup pengelo-
laan risiko yang dihadapi oleh pengusaha.

Selain itu, hukum bisnis juga menekankan pentingnya penegakan 
hukum dalam kegiatan ekonomi tersebut. Pengusaha menempatkan 
modal mereka dalam risiko dengan harapan memperoleh keuntungan, 
dan hukum bisnis berperan penting dalam memastikan bahwa proses 
ini dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku. Dengan demikian, hukum bisnis membantu menciptakan 
lingkungan bisnis yang stabil dan dapat dipercaya.

2.	 Pendapat Dr. Johannes Ibrahim
Dalam pandangan manusia modern, hukum bisnis dipahami sebagai 
kumpulan aturan yang mengatur interaksi antar individu dalam akti-
vitas perdagangan. Aturan ini dibuat untuk menciptakan keteraturan 
dalam berbagai transaksi dan hubungan bisnis yang terjadi. Hukum 
bisnis memiliki peran penting dalam memberikan pedoman yang 
jelas mengenai hak dan kewajiban setiap pihak yang terlibat, sehingga 
dapat meminimalkan potensi konflik yang mungkin timbul di dunia 
perdagangan.

Hukum bisnis juga berfungsi sebagai alat untuk menyelesaikan 
perselisihan yang mungkin muncul antara pelaku bisnis. Dengan 
adanya aturan yang telah ditetapkan, hukum bisnis memberikan 
solusi yang adil dan terukur dalam menyelesaikan berbagai masalah. 
Melalui penerapan hukum bisnis, lingkungan perdagangan menjadi 
lebih transparan dan dapat diandalkan, mendukung pertumbuhan 
ekonomi yang berkelanjutan.

Ruang lingkup hukum bisnis merupakan topik yang penting untuk 
dipahami, terutama bagi mereka yang terlibat dalam dunia perdagangan 
dan industri. Hukum bisnis memberikan kerangka kerja yang mengatur 
berbagai aspek kegiatan ekonomi, memastikan bahwa setiap transaksi dila-
kukan secara adil dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Memahami ruang 
lingkup hukum bisnis membantu pelaku usaha menjalankan aktivitas mereka 
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dengan lebih percaya diri, karena mereka tahu bahwa hak dan kewajiban 
mereka dilindungi oleh hukum.

Ruang lingkup hukum bisnis terdiri dari beberapa hal utama, di anta-
ranya sebagai berikut (Adnan, 2016: 13—14).
1.	 Kontrak Bisnis

Perjanjian resmi antara pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan bisnis.

2.	 Bentuk badan usaha (PT, Firma, CV)
Struktur hukum perusahaan, seperti Perseroan Terbatas (PT), Firma, 
atau Commanditaire Vennootschap (CV).

3.	 Pasar modal dan perusahaan go publik
Segmen pasar di mana saham perusahaan diperdagangkan, serta peru-
sahaan yang terdaftar di bursa saham.

4.	 Kegiatan jual beli oleh perusahaan
Transaksi perdagangan yang dilakukan oleh perusahaan.

5.	 Investasi atau penanaman modal
Alokasi dana untuk memperoleh keuntungan di masa depan.

6.	 Likuidasi dan pailit
Proses penyelesaian kewajiban perusahaan yang tidak dapat membayar 
utangnya, baik melalui likuidasi aset atau deklarasi pailit.

7.	 Merger, akuisisi, dan konsolidasi
Penggabungan, pembelian, atau pengaturan ulang struktur perusahaan.

8.	 Pembiayaan dan perkreditan
Penyediaan dana oleh lembaga keuangan atau kreditur kepada peru-
sahaan.

9.	 Jaminan hutang
Kewajiban hukum atau aset yang disediakan sebagai jaminan untuk 
utang.

10.	 Surat-surat berharga
Instrumen keuangan yang memiliki nilai dan dapat diperdagangkan, 
seperti saham dan obligasi.
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11.	 Ketenagakerjaan
Hukum dan peraturan yang mengatur hubungan antara pemberi kerja 
dan pekerja.

12.	 Hak Kekayaan Intelektual Industri
Hak atas kekayaan intelektual terkait dengan penemuan industri, seperti 
paten dan desain industri.

13.	 Persaingan usaha tidak sehat dan larangan monopoli
Aturan yang mencegah praktik bisnis yang merugikan persaingan atau 
menciptakan monopoli.

14.	 Perlindungan terhadap konsumen
Aturan yang melindungi hak-hak konsumen dalam transaksi bisnis.

15.	 Distribusi dan agen
Proses penyebaran produk dan peran agen dalam distribusi barang.

16.	 Perpajakan
Regulasi yang mengatur kewajiban pajak yang harus dipenuhi oleh 
perusahaan.

17.	 Asuransi
Perlindungan finansial terhadap risiko tertentu yang dihadapi oleh 
perusahaan atau individu.

18.	 Menyelesaikan sengketa bisnis
Proses hukum atau mediasi untuk menyelesaikan konflik antara pelaku 
bisnis.

19.	 Bisnis Internasional
Kegiatan bisnis yang melibatkan transaksi lintas negara.

20.	 Hukum pengangkutan
Aturan yang mengatur transportasi barang dan jasa.

21.	 Ahli Teknologi
Profesional yang memiliki keahlian di bidang teknologi dan inovasi.

22.	 Hukum perindustrian atau industri pengolahan
Aturan yang mengatur kegiatan industri dan pengolahan barang.
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23.	 Hukum Kegiatan perusahaan multinasional
Aturan yang mengatur operasi perusahaan yang beroperasi di berbagai 
negara.

24.	 Hukum Kegiatan Pertambangan
Regulasi yang mengatur eksplorasi dan pengelolaan sumber daya mine-
ral.

25.	 Hukum Perbankan dan surat-surat berharga
Aturan yang mengatur kegiatan perbankan dan instrumen keuangan 
yang diperdagangkan.

26.	 Hukum Real Estate
Regulasi yang mengatur transaksi properti dan kepemilikan tanah.

27.	 Hukum perdagangan internasional atau perjanjian internasional
Aturan yang mengatur transaksi perdagangan antar negara dan perjan-
jian internasional.

28.	 Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang
Regulasi yang mencegah dan mengatasi pencucian uang yang dihasilkan 
dari aktivitas ilegal.

Definisi dan ruang lingkup hukum bisnis menunjukkan betapa penting-
nya peran hukum bisnis dalam mengatur dan memfasilitasi berbagai kegiatan 
ekonomi. Hukum bisnis menyediakan kerangka yang jelas untuk mengelola 
interaksi antara pihak-pihak yang terlibat dalam perdagangan, industri, dan 
keuangan. 

Aturan-aturan ini mencakup aspek-aspek seperti kontrak, bentuk badan 
usaha, dan pasar modal, yang membantu menciptakan lingkungan bisnis 
yang adil dan teratur. Dengan adanya regulasi yang jelas, pelaku usaha dapat 
beroperasi dengan lebih percaya diri, mengetahui bahwa hak dan kewajiban 
mereka terlindungi sesuai hukum yang berlaku.

Ruang lingkup hukum bisnis meliputi berbagai elemen penting yang 
mendukung operasional perusahaan secara efektif. Hal ini termasuk peng-
aturan investasi, likuidasi, merger, hak kekayaan intelektual, serta perlin-
dungan konsumen. Dengan memahami dan menerapkan hukum bisnis 
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secara tepat, perusahaan dapat mengelola risiko, menyelesaikan sengketa, dan 
mematuhi regulasi yang ada. Secara keseluruhan, hukum bisnis berkontri-
busi pada stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan 
menyediakan pedoman dan solusi yang diperlukan dalam dunia bisnis yang 
kompleks.

Tujuan dan Fungsi Hukum Bisnis
Tujuan dan fungsi hukum bisnis sangat penting untuk dipahami dalam 
konteks dunia perdagangan dan industri saat ini. Hukum bisnis tidak hanya 
menetapkan aturan dan regulasi, tetapi juga berperan sebagai panduan 
dalam menjalankan aktivitas ekonomi secara efektif dan adil. Dalam peng-
antar ini, kita akan mengeksplorasi berbagai tujuan utama hukum bisnis, 
seperti menciptakan kestabilan dan keadilan dalam transaksi bisnis, serta 
fungsi-fungsinya dalam mengatur hubungan antara pihak-pihak yang terli-
bat, melindungi hak-hak konsumen, dan memastikan kepatuhan terhadap 
regulasi yang berlaku. 

Hukum bisnis memiliki berbagai tujuan. Idayanti (2020: 7—8) menje-
laskan berbagai tujuan hukum bisnis sebagaimana berikut ini:
1.	 Untuk memastikan mekanisme pasar berfungsi dengan aman, efisien, 

dan lancar, hukum bisnis menetapkan aturan yang memfasilitasi per-
dagangan dan transaksi. Aturan ini dirancang untuk mencegah gang-
guan yang bisa menghambat kelancaran operasional pasar, sehingga 
setiap transaksi dapat berjalan tanpa hambatan yang berarti.

2.	 Untuk melindungi berbagai jenis usaha, terutama Usaha Kecil dan 
Menengah (UKM), hukum bisnis memberikan dukungan hukum yang 
sesuai. Perlindungan ini mencakup berbagai aspek, seperti perlakuan 
adil dalam persaingan dan akses yang setara ke sumber daya penting, 
untuk memastikan UKM dapat beroperasi dengan stabil.

3.	 Untuk mendukung perbaikan sistem keuangan dan perbankan, 
hukum bisnis menetapkan regulasi yang menjamin transparansi dan 
keandalan. Regulasi ini berfungsi untuk mengurangi risiko finansial 
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dan meningkatkan stabilitas di sektor keuangan, sehingga sistem 
perbankan dapat berfungsi secara efektif.

4.	 Untuk memberikan perlindungan kepada pelaku ekonomi atau pelaku 
bisnis, hukum bisnis mengatur hak dan kewajiban dengan jelas. Aturan 
ini memastikan bahwa pelaku bisnis dapat menjalankan aktivitas 
mereka dengan rasa aman dan keadilan, mengurangi risiko sengketa 
dan konflik.

5.	 Untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman dan adil bagi semua 
pelaku usaha, hukum bisnis berusaha menciptakan kondisi yang 
setara. Aturan-aturan ini dirancang untuk memastikan bahwa semua 
pihak mendapatkan kesempatan yang sama dalam berbisnis dan 
bersaing dengan adil.
Sementara itu, selain tujuan hukum bisnis memiliki berbagai fungsi 

dalam menerapkan hukum bisnis. Berikut ini fungsi yang dimiliki dari 
hukum bisnis (Adnan, 2016: 12—13).
1.	 Sebagai referensi penting bagi para praktisi bisnis, hukum bisnis me-

nyediakan informasi yang esensial untuk menjalankan aktivitas bisnis 
dengan benar. Informasi ini membantu praktisi memahami berbagai 
regulasi dan peraturan yang berlaku, sehingga mereka dapat membuat 
keputusan yang tepat dan menghindari pelanggaran hukum.

2.	 Untuk memahami hak dan kewajiban mereka dalam aktivitas bisnis, 
hukum bisnis memberikan panduan yang jelas tentang apa yang boleh 
dan tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha. Dengan mengetahui 
hak dan kewajiban ini, pelaku bisnis dapat memastikan kepatuhan 
terhadap aturan yang berlaku dan melindungi kepentingan mereka 
dalam setiap transaksi.

3.	 Untuk memastikan bahwa kegiatan bisnis dilakukan dengan adil, 
jujur, sehat, dan dinamis, dengan adanya kepastian hukum, hukum 
bisnis menetapkan standar yang harus dipatuhi oleh semua pelaku 
usaha. Kepastian hukum ini menciptakan lingkungan yang stabil dan 
terpercaya, mendukung persaingan sehat, dan melindungi hak semua 
pihak yang terlibat dalam bisnis.
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Tujuan dan fungsi hukum bisnis menegaskan bahwa hukum bisnis 
memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan bisnis 
yang adil dan teratur. Tujuan utama hukum bisnis adalah untuk memastikan 
bahwa mekanisme pasar berjalan dengan aman, efisien, dan lancar. Dengan 
menyediakan panduan yang jelas mengenai hak dan kewajiban para pelaku 
usaha, hukum bisnis membantu mencegah konflik dan pelanggaran hukum. 

Perlindungan yang diberikan kepada berbagai jenis usaha, terutama 
Usaha Kecil dan Menengah (UKM), serta dukungan terhadap perbaikan 
sistem keuangan dan perbankan, sangat penting untuk menjamin stabilitas 
dan keberlanjutan dalam dunia bisnis. Fungsi hukum bisnis meliputi penga-
turan agar kegiatan bisnis dilakukan secara adil, jujur, dan sehat, berlandaskan 
pada kepastian hukum yang jelas. 

Hukum bisnis juga melindungi pelaku ekonomi dan menciptakan 
lingkungan yang mendukung persaingan sehat. Dengan adanya regulasi 
yang tegas, pelaku bisnis dapat beroperasi dengan rasa aman, mengurangi 
risiko, dan menyesuaikan diri dengan perubahan dalam dunia usaha. Secara 
keseluruhan, hukum bisnis berfungsi sebagai dasar yang mendukung keber-
langsungan, keadilan, dan dinamika dalam aktivitas ekonomi.

Prinsip Hukum Bisnis
Memahami prinsip-prinsip hukum bisnis sangat penting untuk mengetahui 
bagaimana aturan dan regulasi mempengaruhi berbagai aspek dunia usaha. 
Prinsip-prinsip ini tidak hanya membentuk dasar bagi praktik bisnis, tetapi 
juga memastikan bahwa semua aktivitas bisnis dilakukan dengan cara yang 
adil dan sesuai dengan norma hukum yang berlaku. 

Prinsip hukum bisnis akan mencakup aspek-aspek penting seperti 
keadilan, kepastian hukum, dan transparansi. Dengan memahami prin-
sip-prinsip ini, pelaku bisnis dapat mengelola risiko dengan lebih baik, 
membuat keputusan yang tepat, dan memastikan bahwa aktivitas mereka 
mematuhi aturan yang berlaku. Prinsip-prinsip ini juga berfungsi untuk 
menciptakan lingkungan bisnis yang stabil dan terpercaya, yang mendukung 
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BAB II
KLASIFIKASI PERUSAHAAN

Pengertian Perusahaan 
Perusahaan adalah entitas yang menjalankan serangkaian aktivitas secara 
terus-menerus untuk memperoleh pendapatan. Aktivitas utama perusa-
haan meliputi perdagangan barang, yang melibatkan pembelian dan penju-
alan barang untuk memenuhi kebutuhan pasar serta meraih keuntungan. 
Selain itu, perusahaan juga terlibat dalam proses penyerahan barang kepada 
pelanggan atau mitra bisnis sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. 
Aktivitas ini adalah bagian dari operasional sehari-hari perusahaan, yang 
memastikan bahwa barang sampai ke tangan konsumen dengan cara yang 
efektif (Salaiman, 2005: 25).

Selain perdagangan dan penyerahan barang, perusahaan aktif dalam 
membuat dan melaksanakan perjanjian perdagangan. Perjanjian ini berfungsi 
untuk menetapkan syarat dan ketentuan yang harus dipatuhi oleh semua 
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pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis. Dengan mengatur aspek-aspek 
ini, perusahaan tidak hanya menjalankan aktivitas bisnisnya secara efisien 
tetapi juga memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku serta 
memenuhi kebutuhan dan harapan semua pihak terkait.

Menurut Polak, sebuah perusahaan hanya dianggap benar-benar ada 
jika sebelum memulai operasionalnya, ia telah melakukan perhitungan 
menyeluruh mengenai kemungkinan kerugian dan keuntungan. Hal ini 
termasuk mencatat semua estimasi keuangan tersebut dalam pembukuan 
yang teratur (Sutantya, 1991: 4).

Dengan melakukan perhitungan ini, perusahaan dapat memastikan 
bahwa semua aspek finansial baik potensi kerugian maupun keuntungan 
telah dipertimbangkan secara seksama. Pencatatan yang akurat dan siste-
matis ini penting untuk menjaga transparansi dan akurasi dalam laporan 
keuangan, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik 
dan pengelolaan perusahaan yang efektif.

Pengertian perusahaan mencakup lebih dari sekadar entitas yang menja-
lankan aktivitas bisnis sehari-hari. Menurut Polak, sebuah perusahaan diang-
gap sah apabila ia telah melakukan perhitungan mendalam mengenai potensi 
kerugian dan keuntungan sebelum memulai operasionalnya. Selain itu, 
perusahaan harus mencatat semua estimasi tersebut dalam sistem pembu-
kuan yang teratur. Proses ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua 
aspek finansial perusahaan telah dipertimbangkan secara cermat sebelum 
kegiatan bisnis dimulai, serta untuk mendukung pengelolaan keuangan yang 
transparan dan akurat.

Pemahaman tentang perusahaan melibatkan lebih dari sekadar aktivitas 
perdagangan dan perjanjian bisnis. Perusahaan harus melakukan perenca-
naan finansial yang teliti, termasuk evaluasi risiko dan keuntungan, serta 
pencatatan yang sistematis. Hal ini memastikan bahwa perusahaan dapat 
mengelola keuangan secara efektif, membuat keputusan yang lebih baik, dan 
menjalankan aktivitas bisnis dengan dasar yang kuat. Dengan pendekatan ini, 
perusahaan dapat memastikan pengelolaan yang lebih baik dan mendukung 
keberhasilan jangka panjang.
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Pendirian Perusahaan
Perusahaan yang juga dikenal sebagai Perseroan Terbatas, adalah salah 
satu bentuk organisasi atau badan usaha yang diatur dalam sistem hukum 
dagang Indonesia. Fungsi utama perusahaan adalah sebagai tempat kegiatan 
produksi dan pusat dari semua faktor produksi. Ada perusahaan yang terdaf-
tar secara resmi di pemerintah, dan ada pula yang tidak (Rambing, 2013: 73).

Perusahaan yang terdaftar memiliki badan usaha resmi, yang memberi-
kan status hukum yang sah. Badan usaha ini menandakan bahwa perusahaan 
tersebut telah diakui dan terdaftar secara resmi oleh pemerintah, memastikan 
kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Dalam proses pendirian perusahaan, khususnya untuk jenis Perseroan 
Terbatas, penting untuk mengikuti syarat dan prosedur yang diatur oleh 
undang-undang yang berlaku. Fauzi (2015: 72—73) menjelaskan proses 
pendirian Perusahaan umumnya dibagi menjadi dua tahapan utama, 
meliputi: 
1.	 Masa Persiapan

Pada tahap persiapan, calon pendiri perusahaan harus menyelesaikan 
sejumlah langkah awal yang penting untuk mendirikan Perseroan 
Terbatas (PT). Pertama, mereka harus menentukan struktur dasar 
perusahaan, termasuk nama, tujuan usaha, dan jumlah modal dasar 
yang diperlukan. 

Pendiri perlu menyusun anggaran dasar yang akan mencakup detail 
tentang struktur organisasi, hak dan kewajiban pemegang saham, serta 
aturan internal perusahaan. Selain itu, mereka harus mengurus izin 
usaha awal dan menyiapkan rencana bisnis yang solid. Keberhasilan 
tahap ini sangat bergantung pada ketelitian dalam menyusun dokumen 
dan memenuhi persyaratan administratif yang berlaku.

2.	 Masa Pengurusan Status Badan Hukum
Setelah tahapan persiapan selesai, langkah berikutnya adalah pengu-
rusan status badan hukum perusahaan untuk mendapatkan pengakuan 
resmi dari pemerintah. Pada tahap ini, pendiri harus mendaftarkan 
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perusahaan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk 
mendapatkan pengesahan akta pendirian. 

Selanjutnya, perusahaan perlu mendaftar di kantor pajak untuk 
memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mengurus 
izin usaha yang relevan. Proses ini juga mencakup pendaftaran di 
lembaga-lembaga terkait lainnya sesuai dengan jenis dan lokasi usaha. 
Setelah semua proses ini diselesaikan, perusahaan akan memperoleh 
status badan hukum yang sah dan dapat beroperasi secara legal sesuai 
dengan peraturan yang berlaku.

Hasyim (2023: 33—34) menyampaikan pendaptanya dengan lebih 
detail, tahap-tahap yang perlu dilakukan dalam pendirian perusahaan di 
antaranya sebagai berikut.
1.	 Penyusunan Rencana Bisnis

Rencana bisnis adalah dokumen strategis yang menjelaskan tujuan 
perusahaan, analisis pasar, serta strategi pemasaran dan operasional. 
Dokumen ini mencakup proyeksi finansial dan rencana pengembangan, 
yang membantu dalam merencanakan langkah-langkah selanjutnya dan 
menarik perhatian investor atau pemberi pinjaman.

2.	 Penentuan Nama Perusahaan
Pilih nama perusahaan yang unik dan relevan dengan jenis usaha. Nama 
harus mudah diingat dan tidak melanggar hak kekayaan intelektual 
orang lain. Pastikan nama yang dipilih belum digunakan oleh perusa-
haan lain dengan memeriksa registrasi nama perusahaan di lembaga 
terkait.

3.	 Penyusunan Anggaran Dasar
Anggaran dasar adalah dokumen penting yang mendefinisikan struktur 
organisasi, tujuan, dan aturan operasional perusahaan. Dokumen ini 
harus disetujui oleh semua pendiri dan disahkan oleh notaris. Anggaran 
dasar menetapkan hak dan kewajiban pemegang saham serta tata cara 
pengambilan keputusan.
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4.	 Pendaftaran di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Ajukan akta pendirian perusahaan ke Kementerian Hukum dan Hak 
Asasi Manusia untuk mendapatkan status badan hukum resmi. Proses 
ini melibatkan verifikasi dokumen dan persetujuan akta pendirian. 
Pengesahan ini memberikan legalitas dan perlindungan hukum bagi 
perusahaan.

5.	 Pendaftaran di Kantor Pajak
Daftarkan perusahaan di kantor pajak untuk memperoleh Nomor Pokok 
Wajib Pajak (NPWP). NPWP diperlukan untuk keperluan pelaporan 
dan pembayaran pajak. Proses pendaftaran ini memastikan bahwa 
perusahaan mematuhi kewajiban perpajakan yang berlaku.

6.	 Pengurusan Izin Usaha
Dapatkan izin usaha yang sesuai dengan jenis dan lokasi bisnis dari 
pemerintah daerah atau lembaga terkait. Tahap ini mencakup izin 
mendirikan bangunan (IMB) dan izin operasional lainnya. Memiliki 
izin ini memastikan bahwa perusahaan dapat beroperasi sesuai dengan 
regulasi lokal.

7.	 Pembukaan Rekening Bank Perusahaan
Buka rekening bank atas nama perusahaan untuk memisahkan keuangan 
bisnis dari keuangan pribadi. Rekening ini digunakan untuk transaksi 
sehari-hari, menerima pembayaran, dan membayar kewajiban peru-
sahaan. Memiliki rekening perusahaan memudahkan pengelolaan 
keuangan dan pelaporan pajak.

8.	 Pendaftaran di Lembaga Terkait
Daftarkan perusahaan di lembaga lain yang relevan, seperti Badan 
Pusat Statistik (BPS) atau asosiasi bisnis industri tertentu. Pendaftaran 
ini membantu dalam pemenuhan kewajiban regulasi dan mendapatkan 
dukungan dari lembaga terkait yang dapat bermanfaat bagi perusahaan.

9.	 Penerbitan Sertifikat Badan Usaha
Setelah menyelesaikan semua persyaratan, perusahaan akan menerima 
sertifikat badan usaha. Sertifikat ini adalah bukti legalitas dan pengakuan 
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resmi bahwa perusahaan telah terdaftar secara sah. Sertifikat ini penting 
untuk melaksanakan transaksi bisnis dan perjanjian hukum.

10.	 Penyiapan Dokumen Internal
Siapkan dokumen internal seperti buku besar, laporan keuangan, dan 
sistem administrasi lainnya. Dokumen ini penting untuk pengelolaan 
keuangan yang efisien, pencatatan transaksi, dan pelaporan. Persiapan 
ini memastikan perusahaan dapat menjalankan operasional dengan 
baik dan sesuai standar akuntansi.

Pendirian perusahaan melibatkan beberapa langkah penting yang harus 
dilakukan secara cermat untuk memastikan perusahaan dapat beroperasi 
dengan legal dan efektif. Tahap pertama meliputi penyusunan rencana bisnis, 
penentuan nama perusahaan, dan penyusunan anggaran dasar. Rencana 
bisnis yang matang membantu merencanakan strategi dan proyeksi masa 
depan perusahaan, sedangkan nama yang unik serta anggaran dasar yang 
jelas memberikan struktur dan legalitas. 

Proses ini juga mencakup pendaftaran di Kementerian Hukum dan 
Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan status badan hukum resmi, serta 
pendaftaran di kantor pajak untuk memperoleh NPWP yang diperlukan 
untuk kewajiban perpajakan. Setelah langkah-langkah dasar tersebut, peru-
sahaan perlu mengurus izin usaha yang diperlukan agar dapat beroperasi 
secara sah, membuka rekening bank untuk memisahkan keuangan pribadi 
dan bisnis, serta mendaftarkan perusahaan di lembaga terkait. 

Sertifikat badan usaha yang diterbitkan menandakan bahwa perusahaan 
telah terdaftar secara sah dan diakui oleh hukum. Penyiapan dokumen inter-
nal yang memadai, seperti buku besar dan laporan keuangan, memastikan 
pengelolaan keuangan dan administrasi yang baik. Seluruh proses pendirian 
ini penting untuk membangun dasar yang kuat bagi perusahaan agar dapat 
berkembang dengan baik dan memenuhi semua kewajiban hukum yang 
berlaku.
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Badan Usaha atau Perusahaan
Perusahaan atau badan usaha adalah entitas yang memiliki dasar hukum 
dan peran dalam kegiatan ekonomi. Entitas ini didirikan untuk menjalan-
kan berbagai jenis usaha secara terus-menerus, tanpa jeda atau penghentian 
aktivitas. Perusahaan tersebut harus didirikan, beroperasi, dan berkedudukan 
di wilayah Indonesia, sehingga semua kegiatan usahanya berada di bawah 
hukum Indonesia. Tujuan utama dari pendirian badan usaha ini adalah untuk 
memperoleh keuntungan atau laba, yang menjadi motivasi utama dalam 
pengelolaan dan pengembangan usaha (Asyhadie, 2005: 34).

Ciri-ciri dan fungsi perusahaan atau badan usaha mencerminkan peran 
penting mereka dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Perusahaan tidak 
hanya berfokus pada perolehan keuntungan bagi dirinya sendiri, tetapi juga 
memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat. Dengan menyedi-
akan barang atau jasa, perusahaan membantu konsumen memenuhi kebu-
tuhan mereka dan mencapai kepuasan. Proses ini menciptakan hubungan 
timbal balik, di mana perusahaan mendapatkan keuntungan dari penjualan 
produknya, sementara konsumen merasakan manfaat dari penggunaan 
barang atau jasa yang ditawarkan. 

Fauzi (2015: 82—83) menjelaskan berbagai ciri-ciri dan fungsi yang 
terdapat dalam badan usaha atau perusahaan di antaranya meliputi:
1.	 Berfokus pada Pencarian Laba

Salah satu ciri utama badan usaha atau perusahaan adalah tujuannya 
untuk meraih keuntungan. Pencarian laba menjadi pendorong utama 
dalam menjalankan kegiatan usaha karena laba yang diperoleh digu-
nakan untuk mengembangkan perusahaan, memperluas operasi, dan 
memastikan kelangsungan bisnis. Dengan berfokus pada pencarian laba, 
perusahaan juga berkontribusi pada perekonomian melalui penciptaan 
lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dan distribusi keuntungan 
kepada para pemangku kepentingan.

2.	 Memanfaatkan Modal dan Tenaga Kerja
Perusahaan membutuhkan modal dan tenaga kerja untuk menjalankan 
aktivitas operasionalnya. Modal digunakan untuk membiayai berbagai 
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kebutuhan bisnis seperti pembelian bahan baku, peralatan, dan tekno-
logi, sementara tenaga kerja berperan dalam menjalankan berbagai 
fungsi di perusahaan, mulai dari produksi hingga layanan pelanggan. 

Penggunaan modal dan tenaga kerja ini tidak hanya penting untuk 
kelancaran operasi perusahaan tetapi juga menjadi ciri khas yang 
menunjukkan bahwa perusahaan berperan aktif dalam menciptakan 
nilai tambah dan meningkatkan produktivitas ekonomi.

3.	 Kegiatan Operasional Perusahaan dijalankan di Bawah Kepemimpinan 
Seorang Pengusaha
Kepemimpinan seorang pengusaha adalah faktor penting dalam menja-
lankan kegiatan operasional perusahaan. Seorang pengusaha bertang-
gung jawab atas pengambilan keputusan strategis dan mengarahkan 
perusahaan menuju pencapaian tujuan bisnis, termasuk pencarian laba. 

Kepemimpinan yang efektif memastikan bahwa semua fungsi dan 
kegiatan perusahaan berjalan dengan baik serta mampu beradaptasi 
dengan perubahan pasar dan tantangan bisnis. Hal ini menunjukkan 
bahwa perusahaan tidak hanya beroperasi untuk mencari laba tetapi 
juga memiliki struktur organisasi yang memungkinkan pengelolaan 
sumber daya secara optimal.

Sementara itu, Asyhadie (2005: 39—40) menjelaskan fungsi badan 
usaha dalam pelaksanaan kegiatannya dapat dibagi menjadi dua kategori, 
yaitu sebagai berikut:
1.	 Fungsi Manajemen

Fungsi manajemen adalah salah satu ciri utama badan usaha yang meli-
batkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian 
kegiatan untuk mencapai tujuan perusahaan. Manajemen bertanggung 
jawab mengelola sumber daya, termasuk modal dan tenaga kerja, secara 
efektif dan efisien. Dalam upaya mencari keuntungan, manajemen 
menentukan strategi bisnis, merancang kebijakan operasional, dan 
mengatur kegiatan sehari-hari perusahaan. 

Keputusan yang diambil oleh manajer mempengaruhi semua aspek 
operasional perusahaan, seperti alokasi anggaran, pengelolaan risiko, 
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dan perencanaan pertumbuhan. Dengan adanya fungsi manajemen yang 
baik, perusahaan dapat beradaptasi dengan perubahan pasar, mening-
katkan efisiensi, dan memaksimalkan keuntungan, sambil memberikan 
manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

2.	 Fungsi Operasional
Fungsi operasional mencakup semua aktivitas yang diperlukan untuk 
memproduksi barang atau jasa yang ditawarkan perusahaan kepada 
konsumen. Ini meliputi proses produksi, pengendalian kualitas, penge-
lolaan rantai pasokan, dan distribusi. Fungsi ini sangat penting karena 
secara langsung mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam meme-
nuhi kebutuhan pasar dan mencapai kepuasan konsumen.

Fungsi operasional yang efisien membantu perusahaan mengurangi 
biaya, meningkatkan produktivitas, dan memastikan produk yang 
dihasilkan sesuai dengan standar kualitas. Dengan demikian, fungsi 
operasional mendukung pencapaian tujuan perusahaan dalam meraih 
keuntungan sekaligus memberikan manfaat langsung kepada konsumen 
melalui barang atau jasa yang disediakan.

Perusahaan berperan penting tidak hanya dalam mencari keuntungan, 
tetapi juga dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyedi-
aan produk yang diperlukan. Hal ini menjadikan perusahaan sebagai bagian 
integral dari ekosistem ekonomi, yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan 
pasar sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Badan usaha atau perusahaan memainkan peran penting dalam ekonomi 
dengan menjalankan berbagai aktivitas untuk mencapai keuntungan. Fungsi 
manajemen perusahaan mencakup perencanaan, pengorganisasian, peng-
arahan, dan pengendalian, yang bertujuan untuk mengelola sumber daya 
secara efektif. Manajemen yang baik memungkinkan perusahaan untuk 
merancang strategi bisnis, mengelola risiko, dan merencanakan pertum-
buhan, sehingga perusahaan dapat beradaptasi dengan perubahan pasar 
dan memaksimalkan keuntungan. 

Sementara itu, fungsi operasional perusahaan mencakup semua kegi-
atan yang diperlukan untuk memproduksi barang atau jasa yang ditawarkan 
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kepada konsumen. Ini termasuk proses produksi, pengendalian kualitas, 
serta pengelolaan rantai pasokan dan distribusi. Dengan memanfaatkan 
modal dan tenaga kerja secara efisien, perusahaan dapat mengurangi biaya, 
meningkatkan produktivitas, dan memastikan bahwa produk yang dihasilkan 
berkualitas tinggi. 

Fungsi operasional yang baik mendukung pencapaian keuntungan dan 
juga memastikan kepuasan konsumen. Secara keseluruhan, fungsi manaje-
men dan operasional saling mendukung dalam mencapai tujuan perusahaan 
dan memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Bentuk-Bentuk Perusahaan
Berbagai bentuk perusahaan sangat penting dalam dunia bisnis karena setiap 
bentuk memiliki karakteristik dan struktur yang berbeda, mempengaruhi 
cara perusahaan beroperasi dan berinteraksi dengan pihak luar. Bentuk-
bentuk perusahaan, mulai dari perusahaan perseorangan hingga perseroan 
terbatas, memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam hal 
tanggung jawab hukum, pengelolaan modal, dan pengambilan keputusan 
(Asyhadie, 2005: 54).

Dengan mengetahui berbagai bentuk ini, pemilik usaha dapat memi-
lih struktur yang paling sesuai dengan tujuan bisnis, kebutuhan finansial, 
dan rencana jangka panjang mereka. Pembahasan tentang bentuk-bentuk 
perusahaan akan memberikan wawasan tentang bagaimana masing-masing 
struktur berfungsi dan dampaknya terhadap pengelolaan serta pertumbuhan 
usaha.

Dalam menjalankan bisnis, penting untuk memiliki struktur yang 
mengelola organisasi usaha. Struktur ini mencakup pembagian tugas dan 
wewenang, pengaturan permodalan, skala usaha, jenis usaha, dan cara 
pembagian keuntungan. Secara umum, terdapat delapan bentuk perusahaan 
bisnis yang sering disebut sebagai badan usaha di antaranya sebagai berikut 
(Purwoko, 2021: 45—48).
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1.	 Perusahaan Perseorangan
Perusahaan perseorangan adalah jenis usaha yang dimiliki oleh satu 
individu. Karena kepemilikan sepenuhnya berada di tangan satu orang, 
kontrol dan pengelolaan perusahaan juga dikuasai sepenuhnya oleh 
orang tersebut. Jenis usaha ini biasanya memerlukan modal yang relatif 
kecil dan mudah dikelola. Selain itu, proses perizinan cenderung lebih 
sederhana karena tidak memerlukan persyaratan khusus. 

Struktur organisasi perusahaan perseorangan umumnya sangat 
sederhana. Namun, kelemahan utama dari bentuk usaha ini adalah 
kesulitan dalam akses permodalan, yang sering kali hanya bergantung 
pada dana pribadi pemilik. Perusahaan perserorangan memiliki bebe-
rapa keuntungan antara lain sebagai berikut.
a.	 Aktivitas operasional yang tidak terlalu banyak

Perusahaan perseorangan biasanya memiliki struktur organisasi 
yang sederhana, yang berarti aktivitas operasional tidak terlalu 
kompleks. Hal ini memudahkan pemilik dalam mengelola kegiatan 
sehari-hari tanpa menghadapi birokrasi yang rumit. Kesederhanaan 
ini memungkinkan pemilik untuk lebih fokus pada pengembangan 
usaha.

b.	 Proses perizinan yang sederhana
Proses perizinan untuk perusahaan perseorangan biasanya lebih 
mudah dibandingkan dengan bentuk perusahaan lainnya. Tanpa 
persyaratan khusus yang rumit, pemilik dapat lebih cepat memulai 
dan menjalankan usaha. Kesederhanaan ini mengurangi waktu dan 
biaya yang diperlukan untuk mendapatkan izin usaha.

c.	 Keuntungan perusahaan sepenuhnya menjadi milik pemilik
Dalam perusahaan perseorangan, seluruh keuntungan yang dihasil-
kan sepenuhnya menjadi hak milik pemilik. Tidak ada pembagian 
keuntungan dengan pihak lain, sehingga pemilik dapat menikmati 
hasil usaha secara penuh. Ini memberikan insentif langsung bagi 
pemilik untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan.
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BAB III
PERJANJIAN KONTRAK BISNIS

Subyek dan Objek Perjanjian Kontrak Bisnis
Dalam konteks hukum perjanjian kontrak bisnis, subjek dan objek perjanjian 
adalah dua elemen utama yang menentukan keabsahan suatu perjanjian. 
Subjek perjanjian mengacu pada pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian 
tersebut, yaitu individu atau badan hukum yang memiliki kapasitas untuk 
membuat komitmen. Setiap pihak harus memiliki kecakapan hukum, artinya 
mereka tidak boleh berada di bawah tekanan, kekeliruan, atau dalam kondisi 
yang membuat mereka tidak mampu secara hukum, seperti di bawah umur 
atau berada dalam pengawasan pihak lain. 

Objek perjanjian adalah hal-hal yang menjadi pokok perjanjian tersebut. 
Objek ini harus jelas, dapat dilaksanakan, serta tidak bertentangan dengan 
hukum, kepentingan umum, atau norma kesusilaan. Jika objek perjanjian 
tidak memenuhi syarat-syarat ini, maka perjanjian tersebut dapat dianggap 
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tidak sah dan tidak mengikat secara hukum. Dalam kontrak bisnis, objek 
perjanjian biasanya berkaitan dengan barang, jasa, atau hak yang dipertu-
karkan atau disepakati antara para pihak yang terlibat.

Dalam setiap perjanjian, terdapat dua jenis subjek. Yang pertama adalah 
individu atau badan hukum yang memiliki kewajiban untuk melakukan sesu-
atu. Yang kedua adalah individu atau badan hukum yang berhak menerima 
pemenuhan kewajiban tersebut. Ridwan (2014: 13—14) menjelaskan bahwa 
kedua subjek dalam perjanjian memiliki klasifikasi tersendiri, sebagaimana 
berikut.
1.	 Subjek Perjanjian Individu atau Badan Hukum yang Memiliki 

Kebajiban untuk Melakukan Sesuatu.
a.	 Penyedia Layanan

Individu atau badan hukum yang bertanggung jawab memberikan 
layanan tertentu sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian, 
seperti konsultan, perusahaan IT, atau perusahaan asuransi.

b.	 Penyuplai Barang
Individu atau badan hukum yang wajib menyediakan barang atau 
produk tertentu kepada pihak lain, misalnya produsen, distributor, 
atau pedagang.

c.	 Penjamin
Individu atau badan hukum yang menjamin pelaksanaan kewajiban 
pihak lain dalam perjanjian. Jika pihak yang dijamin gagal meme-
nuhi kewajibannya, penjamin akan bertanggung jawab.

d.	 Pembayar atau Debitur
Individu atau badan hukum yang berkewajiban membayar sejum-
lah uang kepada pihak lain, baik itu dalam bentuk utang, cicilan, 
atau pembayaran lainnya sesuai perjanjian.
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2.	 Subjek Perjanjian atau Badan Hukum yang Berhak Menerima 
Pemenuhan Kewajiban
a.	 Individu atau Perorangan

Individu atau perorangan adalah seseorang yang memiliki hak 
langsung atas pemenuhan kewajiban dalam perjanjian. Contohnya, 
seorang pekerja yang berhak menerima gaji dari majikan.

b.	 Perusahaan
Badan hukum berbentuk perusahaan, seperti Perseroan Terbatas 
(PT) atau Commanditaire Vennootschap (CV), juga dapat menjadi 
subjek yang berhak menerima pemenuhan kewajiban. Misalnya, 
perusahaan yang menerima pembayaran atas barang atau jasa yang 
telah diberikan.

c.	 Organisasi Non-Profit
Badan hukum seperti yayasan atau organisasi non-profit yang terli-
bat dalam perjanjian juga berhak menerima pemenuhan kewajiban, 
seperti donasi atau hibah sesuai dengan kesepakatan yang ada.

d.	 Lembaga Pemerintah
Lembaga pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, dapat 
menjadi subjek yang berhak menerima pemenuhan kewajiban. 
Misalnya, lembaga pemerintah yang menerima pembayaran pajak 
atau pelaksanaan proyek sesuai dengan perjanjian.

Objek perjanjian harus dapat diidentifikasi dengan jelas, tanpa meman-
dang apakah barang tersebut sudah ada saat ini atau akan ada di masa depan. 
Artinya, meskipun barang tersebut belum ada, selama dapat ditentukan dan 
diuraikan secara spesifik, ia dapat menjadi bagian dari perjanjian. Namun, 
terdapat beberapa barang yang tidak dapat dijadikan objek perjanjian, di 
antaranya sebagai berikut (Malian, 2018: 370—371).
1.	 Barang di Luar Perdagangan

Barang yang tidak boleh diperdagangkan secara umum, seperti senjata 
resmi yang digunakan oleh negara untuk tujuan keamanan. Barang-
barang ini tidak dapat menjadi objek perjanjian karena tidak diperbo-
lehkan untuk diperjualbelikan.
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2.	 Barang yang dilarang Undang-Undang
Barang-barang yang dilarang oleh hukum, seperti narkoba, tidak dapat 
menjadi objek perjanjian. Hukum melarang peredaran barang-barang 
ini, sehingga tidak sah untuk dipertukarkan atau diperjualbelikan.

3.	 Warisan yang Belum Terbuka
Harta warisan yang belum dibagikan atau belum resmi diterima oleh 
ahli waris tidak dapat dijadikan objek perjanjian. Selama warisan terse-
but belum dibuka secara hukum, ia tidak dapat diperdagangkan atau 
dipertukarkan.

Dalam perjanjian kontrak bisnis, memahami subjek dan objek perjanjian 
sangat penting untuk memastikan keabsahan dan efektivitas kontrak. Subjek 
perjanjian mencakup individu atau badan hukum yang memiliki kewajiban 
dan hak dalam perjanjian tersebut. Setiap pihak harus memiliki kapasitas 
hukum yang memadai, artinya mereka tidak boleh terpengaruh oleh paksaan 
atau berada dalam kondisi hukum yang membatasi. Kecakapan ini memasti-
kan bahwa perjanjian yang dibuat sah dan dapat diandalkan secara hukum.

Objek perjanjian adalah barang, jasa, atau hak yang menjadi inti dari 
perjanjian. Objek ini harus dapat diidentifikasi dengan jelas, dapat dilaksana-
kan, dan tidak bertentangan dengan hukum atau norma-norma masyarakat. 
Beberapa barang, seperti yang dilarang oleh undang-undang atau yang tidak 
dapat diperdagangkan, tidak dapat dijadikan objek perjanjian. Memahami 
kedua elemen ini membantu memastikan bahwa kontrak bisnis yang dibuat 
sah dan dapat dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan.

Jenis Perjanjian Kontrak Bisnis
Dalam dunia bisnis dan hukum, perjanjian memiliki peranan penting untuk 
mengatur hubungan dan kewajiban antara pihak-pihak yang terlibat. Jenis-
jenis perjanjian beragam, tergantung pada tujuan dan kebutuhan masing-
masing pihak. Setiap jenis perjanjian memiliki karakteristik khusus yang 
mengatur hak dan kewajiban, serta ketentuan yang harus dipatuhi agar 
perjanjian dapat dilaksanakan dengan baik. Memahami berbagai jenis perjan-
jian ini membantu memilih bentuk perjanjian yang tepat dan memastikan 
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bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang jelas tentang kesepakatan 
yang dibuat.

Dengan mengetahui jenis-jenis perjanjian, para pihak dapat merancang 
kontrak yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Perjanjian bisa mencakup 
berbagai aspek, seperti perjanjian jual beli, sewa-menyewa, atau perjanjian 
kerja. Setiap jenis perjanjian memerlukan penyesuaian dalam isi dan keten-
tuan untuk mencerminkan hubungan dan kewajiban yang diinginkan. 
Pengetahuan tentang berbagai jenis perjanjian ini tidak hanya membantu 
dalam membuat perjanjian yang sah secara hukum tetapi juga mengurangi 
risiko sengketa di kemudian hari (Ridwan, 2014: 20).

Dalam perjanjian kontrak bisnis memiliki berbagai jenis kelompok. 
Malian (2018: 377) memberikan penjelasan mengenai kelompok dari jenis-
jenis perjanjian dalam kontrak bisnis di antarnya meliputi:
1.	 Jenis Essensialia

Jenis essensialia adalah unsur perjanjian yang harus selalu ada untuk 
memastikan keabsahan perjanjian. Elemen-elemen dasar yang mutlak 
diperlukan agar perjanjian dapat sah secara hukum. Misalnya, dalam 
perjanjian jual beli, harga dan barang yang disepakati kedua belah pihak 
adalah jenis essensialia. Tanpa adanya unsur ini, perjanjian tidak dapat 
dianggap sah dan tidak akan berlaku. Dengan kata lain, essensialia 
memastikan bahwa perjanjian memiliki komponen-komponen dasar 
yang diperlukan.

2.	 Jenis Naturalia
Jenis naturalia adalah unsur perjanjian yang diatur oleh undang-undang, 
namun dapat diubah atau dihilangkan oleh para pihak sesuai kesepa-
katan mereka. Ketentuan hukum yang bersifat tambahan atau pelengkap, 
seperti kewajiban penjual untuk menanggung biaya penyerahan (Pasal 
1476) dan kewajiban untuk memberikan jaminan (Pasal 1491). 

Meskipun undang-undang mengatur hal-hal ini, para pihak memi-
liki kebebasan untuk menyepakati ketentuan yang berbeda sesuai kebu-
tuhan mereka. Jenis naturalia memberikan fleksibilitas dalam penyesu-
aian perjanjian sambil tetap mematuhi kerangka hukum yang berlaku.
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3.	 Jenis Accidentalia
Jenis accidentalia adalah unsur perjanjian yang ditambahkan oleh para 
pihak dan tidak diatur secara khusus oleh undang-undang. Dalam jenis 
ini mencakup elemen tambahan yang disepakati secara khusus dalam 
perjanjian. Misalnya, dalam perjanjian jual beli, para pihak mungkin 
sepakat untuk mengecualikan beberapa benda pelengkap dari transaksi. 

Jenis accidentalia memungkinkan penyesuaian perjanjian dengan 
kebutuhan atau preferensi khusus para pihak, menambah detail yang 
tidak diatur oleh hukum. Dengan menambahkan unsur accidentalia, 
perjanjian dapat lebih sesuai dengan kondisi dan keinginan spesifik 
para pihak.

Jenis perjanjian kontrak bisnis menunjukkan bahwa setiap perjanjian 
memerlukan pemahaman tentang berbagai jenis unsur yang ada. Jenis essen-
sialia adalah elemen-elemen dasar yang harus ada dalam setiap perjanjian 
untuk memastikan keabsahannya. Tanpa unsur ini, perjanjian tidak dapat 
dianggap sah. Di sisi lain, jenis naturalia adalah ketentuan hukum tambahan 
yang diatur oleh undang-undang, namun dapat diubah atau disesuaikan oleh 
para pihak sesuai kesepakatan mereka. Ini memberikan fleksibilitas untuk 
menyesuaikan perjanjian sesuai dengan kebutuhan masing-masing pihak.

Selain itu, jenis accidentalia mencakup elemen tambahan yang ditam-
bahkan oleh para pihak dan tidak diatur oleh undang-undang. Jenis ini 
memungkinkan penyesuaian khusus dalam perjanjian untuk memenuhi 
kebutuhan spesifik para pihak. Dengan memahami ketiga jenis ini essensialia, 
naturalia, dan accidentalia para pihak dapat menyusun perjanjian yang lebih 
jelas dan sesuai dengan keinginan mereka, sehingga memastikan perjanjian 
dapat dilaksanakan dengan efektif dan menghindari potensi sengketa di 
kemudian hari.

Syarat Sah Perjanjian
Perjanjian memiliki empat syarat utama untuk menyatakan bahwa perjan-
jian tersebut dianggap sah. Berikut ini empat syarata sah dalam perjanjian 
(Malian, 2018: 372—373).
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1.	 Terdapat Kesepakatan
Kesepakatan merupakan syarat utama agar sebuah perjanjian dapat 
dianggap sah. Semua pihak yang terlibat harus sepakat mengenai isi 
dan ketentuan perjanjian tersebut. Tanpa adanya kesepakatan yang jelas, 
perjanjian tidak akan berlaku secara sah. Kesepakatan harus diperoleh 
secara sukarela dan tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Selain 
itu, semua pihak harus memiliki pemahaman yang sama tentang hak 
dan kewajiban yang tercantum dalam perjanjian. Dengan adanya kese-
pakatan yang valid, perjanjian dapat dijalankan sesuai dengan tujuan 
yang diinginkan.

2.	 Kecakapan Para Pihak
Para pihak yang membuat perjanjian harus memiliki kecakapan hukum, 
yaitu kemampuan untuk memahami dan melaksanakan ketentuan 
perjanjian. Kecakapan ini mencakup kemampuan mental dan hukum 
serta bebas dari kondisi yang membatasi, seperti paksaan atau gangguan 
mental. Jika salah satu pihak tidak cakap, perjanjian dapat dianggap 
tidak sah. 

Setiap pihak harus mampu membuat keputusan yang rasional 
dan bertanggung jawab atas komitmen yang diambil. Kecakapan ini 
memastikan bahwa perjanjian dibuat dengan kesadaran penuh dan 
kemampuan untuk memenuhi kewajiban yang ditetapkan.

3.	 Objek yang Jelas
Objek perjanjian harus jelas dan dapat diidentifikasi dengan baik. 
Barang, jasa, atau hak yang diperjanjikan harus spesifik dan dapat dilak-
sanakan. Jika objek perjanjian tidak jelas atau ambigu, perjanjian bisa 
menjadi tidak sah atau sulit dilaksanakan. Misalnya, dalam perjanjian 
jual beli, harus ada deskripsi yang tepat mengenai barang yang dijual 
serta harga yang disepakati. Ketepatan dalam mendefinisikan objek 
perjanjian memastikan bahwa semua pihak memahami dengan jelas 
dan dapat menghindari sengketa di masa depan.
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BAB IV
SURAT BERHARGA DAN ASURANSI

Dasar Hukum
Dasar hukum dalam surat berharga adalah fondasi yang mengatur dan 
memberikan kepastian hukum terhadap instrumen keuangan seperti saham, 
obligasi, dan wesel. Surat berharga ini berfungsi sebagai alat untuk mengum-
pulkan dana, berinvestasi, atau melakukan transaksi keuangan lainnya. Dasar 
hukum mencakup peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh undang-
undang dan peraturan pasar modal yang mengatur penerbitan, peralihan, 
dan penjaminan surat berharga (Muarief, 2024: 42).

Dengan adanya dasar hukum yang jelas, semua pihak yang terlibat dalam 
transaksi surat berharga mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian 
mengenai hak dan kewajiban mereka. Hal ini memastikan bahwa setiap 
transaksi dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan, mendukung 
transparansi, dan membangun kepercayaan di pasar keuangan.
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Dasar hukum surat berharga terdapat dalam berbagai undang-undang 
dan peraturan di berbagai negara, khususnya yang berhubungan dengan 
pasar modal dan keuangan. Berikut ini adalah penjelasan mengenai dasar 
hukum yang mengatur surat berharga (Saksono, 2024: 74—75).
1.	 Undang-Undang Pasar Modal

Undang-Undang Pasar Modal di berbagai negara memberikan 
landasan hukum untuk pengaturan surat berharga. Undang-undang 
ini menetapkan aturan tentang pendirian, operasional, dan penga-
wasan lembaga-lembaga keuangan seperti bursa efek dan perusahaan 
efek. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur hak dan kewajiban 
semua pihak yang terlibat dalam perdagangan surat berharga, termasuk 
ketentuan tentang pelaporan dan transparansi. Dengan adanya undang-
undang ini, diharapkan pasar modal dapat berfungsi dengan integritas 
dan efisiensi yang tinggi.

2.	 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di beberapa negara mengeluarkan pera-
turan khusus terkait surat berharga. Peraturan ini mengatur aspek-
aspek seperti penerbitan, perdagangan, dan perlindungan investor. OJK 
memastikan bahwa informasi yang diberikan kepada investor jelas dan 
adil, serta memantau kepatuhan terhadap peraturan untuk menjaga 
kepercayaan pasar. Dengan peraturan ini, diharapkan pasar keuangan 
berjalan dengan transparan dan teratur, melindungi kepentingan publik.

3.	 Hukum Perusahaan
Hukum perusahaan berhubungan langsung dengan pengaturan surat 
berharga karena mengatur pembentukan dan operasional perusahaan. 
Ini termasuk hak dan kewajiban pemegang saham, serta hubungan 
antara pemegang saham dan manajemen perusahaan. Hukum ini juga 
mengatur cara perusahaan menerbitkan surat berharga dan melindungi 
hak-hak pemegang saham. Dengan hukum perusahaan yang jelas, 
diharapkan struktur dan operasional perusahaan berjalan sesuai prinsip 
hukum yang berlaku.
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4.	 Undang-Undang Surat Berharga
Beberapa negara memiliki undang-undang yang secara khusus meng-
atur surat berharga seperti saham dan obligasi. Undang-undang ini 
mencakup berbagai jenis surat berharga, hak-hak pemegangnya, dan 
kewajiban penerbit. Ketentuan ini juga mengatur pendaftaran, peng-
alihan, dan penyelesaian surat berharga. Dengan undang-undang ini, 
diharapkan tercipta kepastian hukum dan perlindungan bagi semua 
pihak yang terlibat.

5.	 Peraturan Bursa Efek
Peraturan bursa efek mengatur perdagangan surat berharga di bursa. 
Ini mencakup prosedur pendaftaran surat berharga, kewajiban peng-
ungkapan informasi oleh emiten, dan aturan perdagangan yang harus 
diikuti. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan 
keadilan dalam perdagangan surat berharga, serta melindungi kepen-
tingan investor. Dengan peraturan ini, perdagangan surat berharga 
menjadi lebih efisien dan terpercaya.

6.	 Peraturan tentang Penerbitan dan Perdagangan Surat Berharga
Peraturan yang mengatur penerbitan dan perdagangan surat berharga 
mencakup prosedur yang harus diikuti dalam proses penerbitan surat 
berharga baru dan perdagangan surat berharga yang sudah ada. Ini 
termasuk persyaratan pendaftaran, informasi yang harus disertakan 
dalam prospektus, dan mekanisme penawaran umum. Peraturan ini 
memastikan bahwa semua informasi relevan tersedia bagi investor, 
sehingga proses penerbitan dan perdagangan surat berharga menjadi 
lebih terstruktur dan transparan.

Dasar hukum surat berharga terdiri dari berbagai undang-undang 
dan peraturan yang mengatur aspek-aspek penting dalam pasar modal dan 
keuangan. Undang-undang pasar modal menetapkan landasan hukum untuk 
pendirian serta pengawasan lembaga-lembaga keuangan seperti bursa efek 
dan perusahaan efek. Peraturan dari otoritas jasa keuangan (OJK) mengatur 
detail penerbitan, perdagangan, dan perlindungan investor. Hukum peru-
sahaan menentukan hak dan kewajiban terkait surat berharga, sementara 
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undang-undang khusus surat berharga mencakup jenis-jenis surat berharga 
dan tanggung jawab penerbit. 

Selain itu, peraturan bursa efek dan peraturan tentang penerbitan serta 
perdagangan surat berharga memastikan transparansi dan efisiensi di pasar. 
Dengan dasar hukum yang jelas, pasar surat berharga diharapkan dapat 
berfungsi secara efektif dan melindungi kepentingan semua pihak yang 
terlibat.

Perikatan Dasar dan Penerbitan Surat Berharga
Perikatan dasar dan penerbitan surat berharga penting untuk memahami 
bagaimana landasan hukum mendukung transaksi keuangan yang aman 
dan teratur. Perikatan dasar mencakup hak dan kewajiban yang muncul dari 
hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat dalam surat berharga, 
sedangkan penerbitan surat berharga melibatkan proses yang memastikan 
bahwa surat berharga diterbitkan dan diperdagangkan sesuai dengan pera-
turan yang berlaku (Irawan, 2016: 17).

Memahami kedua aspek ini membantu memastikan bahwa pasar 
keuangan beroperasi secara transparan dan adil, serta melindungi kepen-
tingan semua pihak yang terlibat. Dengan pengetahuan yang mendalam 
tentang perikatan dasar dan proses penerbitan, para pelaku pasar dapat 
lebih yakin dalam menjalankan transaksi dan mematuhi ketentuan hukum.

Dalam surat berharga terdapat berbagai proses yang perlu dilakukan saat 
penerbitan. Saksono (2024: 79—81) menjelaskan serangkaian proses yang 
perlu dilakukan dalam penerbitan surat berharga, terdiri dari:
1.	 Pemilihan Jenis Surat Berharga

Sebelum menerbitkan surat berharga, penerbit harus menentukan jenis 
surat berharga yang akan dikeluarkan, seperti saham, obligasi, atau 
instrumen keuangan lainnya. Pilihan ini harus disesuaikan dengan 
tujuan keuangan penerbit, kondisi pasar saat ini, serta kebutuhan modal 
yang ingin dipenuhi. Memilih jenis surat berharga yang tepat akan 
mempengaruhi strategi pendanaan dan profil risiko penerbit.
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2.	 Perancangan Struktur Surat Berharga
Penerbit harus merancang struktur surat berharga, yang mencakup 
nilai nominal, tingkat bunga (jika obligasi), jangka waktu, dan hak-hak 
istimewa (jika saham preferen). Struktur ini perlu dirancang agar sesuai 
dengan tujuan keuangan dan menarik bagi investor, serta mencermin-
kan kondisi pasar dan kebutuhan modal yang ada. Desain struktur yang 
tepat membantu memastikan daya tarik dan kelayakan surat berharga 
di pasar.

3.	 Persiapan Dokumen Prospektus
Penerbit perlu menyiapkan prospektus yang memberikan informasi 
lengkap tentang surat berharga yang akan diterbitkan. Prospektus 
harus mencakup rincian tentang penerbit, tujuan penggunaan dana, 
risiko investasi, dan data keuangan penting lainnya. Dokumen ini harus 
memenuhi persyaratan regulator untuk memastikan transparansi dan 
memberikan informasi yang jelas kepada calon investor.

4.	 Pendaftaran dan Persetujuan Regulator
Sebelum surat berharga dapat ditawarkan kepada publik, penerbit harus 
mendaftarkan penawaran tersebut kepada otoritas pasar modal atau 
regulator keuangan setempat. Regulator akan memeriksa prospektus 
dan memastikan bahwa semua peraturan dan persyaratan hukum telah 
dipenuhi. Persetujuan regulator penting untuk melindungi investor dan 
memastikan bahwa proses penerbitan sesuai dengan ketentuan hukum.

5.	 Pengaturan Hak Pemegang Saham atau Obligasi
Untuk saham, penerbit perlu mengatur hak dan kewajiban pemegang 
saham, termasuk hak suara dan hak dividen. Sedangkan untuk obli-
gasi, penerbit harus menyusun perjanjian obligasi yang mengatur hak 
dan kewajiban pemegang obligasi serta jadwal pembayaran bunga dan 
pokok. Pengaturan ini penting untuk memastikan kepastian dan trans-
paransi dalam hubungan antara penerbit dan investor.

6.	 Penawaran Publik atau Penjualan Privat
Setelah mendapatkan persetujuan regulator, surat berharga dapat dita-
warkan kepada publik melalui penawaran umum atau dijual secara 
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pribadi kepada investor tertentu. Penawaran publik melibatkan pema-
saran yang luas kepada masyarakat, sedangkan penjualan privat lebih 
selektif dan ditujukan untuk investor tertentu. Pilihan metode ini 
mempengaruhi cara surat berharga diterima di pasar dan jangkauan 
investor.

7.	 Pendistribusian dan Penyelesaian Transaksi
Setelah penawaran selesai, surat berharga didistribusikan kepada inves-
tor dan transaksi diselesaikan dengan menandatangani perjanjian serta 
melakukan pembayaran. Proses ini mencakup pengalihan surat berharga 
kepada pemegang baru dan penyelesaian pembayaran sesuai kesepa-
katan. Pendistribusian yang tepat memastikan bahwa investor menerima 
surat berharga yang telah dibeli.

8.	 Penyelesaian di Bursa Efek (Jika Berlaku)
Jika surat berharga diperdagangkan di bursa efek, penyelesaian trans-
aksi dilakukan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh bursa. 
Proses ini melibatkan pencatatan dan perdagangan surat berharga di 
bursa, serta memastikan kepatuhan terhadap aturan bursa. Penerbit 
yang terdaftar di bursa harus mematuhi ketentuan yang berlaku untuk 
menjaga integritas pasar.

9.	 Pemeliharaan Hubungan dengan Pemegang Surat Berharga
Penerbit harus menjaga hubungan baik dengan pemegang surat berharga 
dengan memberikan informasi secara berkala tentang kinerja dan 
kondisi perusahaan. Mematuhi kewajiban yang terkait dengan surat 
berharga, seperti pembayaran bunga atau dividen, juga sangat penting. 
Hubungan yang baik membantu membangun kepercayaan dan memas-
tikan kepuasan investor dalam jangka panjang. 

Penerbitan surat berharga, penting untuk memahami langkah-lang-
kah dasar serta tahapan yang terlibat guna memastikan kesuksesan dan 
kepatuhan terhadap hukum. Proses ini dimulai dari pemilihan jenis surat 
berharga yang sesuai dengan tujuan keuangan dan kondisi pasar, diikuti 
dengan perancangan struktur yang tepat serta persiapan prospektus yang 
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transparan. Penerbit harus memperoleh persetujuan dari regulator untuk 
memastikan bahwa semua ketentuan hukum dipatuhi. 

Pengaturan hak dan kewajiban pemegang saham atau obligasi juga 
penting, begitu pula dengan proses distribusi dan penyelesaian transaksi. 
Pemeliharaan hubungan yang baik dengan pemegang surat berharga, terma-
suk komunikasi yang rutin dan pemenuhan kewajiban, adalah kunci untuk 
mencapai keberhasilan dalam penerbitan surat berharga.

Asuransi dan Keuntungannya
Asuransi berasal dari kata “Insurance,” yang berarti perlindungan atau 
pertanggungan. Asuransi adalah suatu kontrak antara nasabah atau tertang-
gung dengan perusahaan asuransi atau penanggung. Dalam perjanjian ini, 
penanggung setuju untuk menanggung risiko kerugian yang mungkin 
terjadi di masa depan setelah tertanggung setuju untuk membayar sejumlah 
uang yang dikenal sebagai premi. Premi adalah uang yang dibayarkan oleh 
tertanggung sebagai kompensasi atas perlindungan yang diberikan oleh 
penanggung (Muarief, 2024: 57).

Asuransi adalah instrumen penting dalam manajemen risiko yang 
dirancang untuk memberikan perlindungan finansial terhadap berbagai 
kemungkinan kerugian. Melalui perjanjian ini, nasabah atau tertanggung 
dapat memperoleh jaminan atas risiko tertentu dengan membayar premi 
kepada perusahaan asuransi. 

Keuntungan utama dari asuransi termasuk perlindungan terhadap 
kerugian yang tidak terduga, pengelolaan risiko secara efektif, dan membe-
rikan rasa aman bagi individu atau bisnis. Selain itu, asuransi juga dapat 
membantu dalam perencanaan keuangan jangka panjang dan mengurangi 
beban finansial yang besar dalam situasi darurat. Dengan demikian, asuransi 
tidak hanya memberikan keamanan tetapi juga membantu dalam mencapai 
kestabilan keuangan.

Irawan (2016: 23—24) asuransi terdiri dari berbagai keuntungan antara 
lain:
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1.	 Asuransi dalam Mengelola Risiko Investasi
Dalam ekonomi bebas, risiko adalah bagian tak terhindarkan dari 
usaha untuk memperoleh keuntungan. Ketika perusahaan melakukan 
investasi, risiko ketidakpastian selalu ada. Asuransi berfungsi untuk 
mengambil alih risiko ini, sehingga perusahaan tidak perlu menanggung 
semua potensi kerugian sendiri. Dengan adanya asuransi, perusahaan 
bisa lebih fokus pada strategi bisnisnya tanpa harus terlalu khawatir 
tentang dampak kerugian yang mungkin timbul.

2.	 Asuransi sebagai Sumber Dana Investasi
Perusahaan asuransi mengumpulkan dana dari masyarakat melalui 
premi, yang kemudian digunakan untuk berbagai investasi. Dana 
yang terkumpul dari premi ini berperan penting dalam pembiayaan 
sektor-sektor ekonomi. Dengan berperan sebagai sumber modal, 
asuransi mendukung pertumbuhan ekonomi dan memberikan kontri-
busi signifikan terhadap investasi di berbagai bidang.

3.	 Asuransi untuk Mendukung Persyaratan Kredit
Dalam proses pemberian kredit, pemberi kredit memerlukan jaminan 
bahwa perusahaan mampu menghadapi risiko-risiko yang mungkin 
muncul di masa depan. Asuransi membantu memenuhi persyaratan 
ini dengan menyediakan perlindungan terhadap risiko tak terduga. 
Ini memberikan kepercayaan tambahan kepada pemberi kredit bahwa 
perusahaan telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk 
melindungi diri dari potensi kerugian.

4.	 Asuransi dalam Mengurangi Kekhawatiran
Asuransi memiliki fungsi utama untuk mengurangi kekhawatiran terkait 
ketidakpastian finansial. Dengan adanya perlindungan asuransi, indi-
vidu dan perusahaan dapat merasa lebih tenang karena potensi kerugian 
yang tidak terduga telah diantisipasi. Hal ini memungkinkan mereka 
untuk fokus pada kegiatan utama mereka tanpa harus terus-menerus 
memikirkan kemungkinan kerugian finansial.
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5.	 Asuransi dan Pengurangan Biaya Modal
Biaya modal yang diperlukan oleh perusahaan dapat dipengaruhi 
oleh tingkat risiko yang dihadapi. Dengan menggunakan asuransi, 
perusahaan dapat mentransfer sebagian risiko, sehingga mengurangi 
beban biaya yang terkait dengan kemungkinan kerugian. Ini membantu 
menstabilkan biaya modal dan membuat perencanaan keuangan 
menjadi lebih efisien.

6.	 Asuransi dan Kestabilan Perusahaan
Asuransi berperan dalam menjaga kestabilan perusahaan dengan 
meningkatkan hubungan antara manajemen dan karyawan. 
Perlindungan yang diberikan asuransi mengurangi ketidakpastian dan 
meningkatkan kepercayaan di dalam organisasi. Kestabilan ini berkon-
tribusi pada reputasi dan operasional perusahaan yang lebih solid.

7.	 Asuransi dalam Meratakan Biaya
Dengan menggunakan asuransi, perusahaan dapat merencanakan dan 
mengelola biaya yang mungkin timbul akibat risiko di masa depan. 
Program asuransi membantu perusahaan dalam mengatur biaya secara 
lebih merata dan memprediksi total biaya untuk produk atau layanan. 
Ini memungkinkan perusahaan untuk menetapkan harga yang lebih 
tepat dan mengelola anggaran dengan lebih efektif.

8.	 Asuransi dalam Menyediakan Layanan Profesional
Perusahaan asuransi menawarkan layanan profesional tanpa biaya 
tambahan kepada pemegang polis. Tenaga ahli di bidang asuransi 
memberikan nasihat dan dukungan yang diperlukan untuk menge-
lola risiko. Layanan ini menambah nilai bagi pemegang polis dengan 
memastikan bahwa mereka mendapatkan perlindungan yang sesuai 
dan saran profesional.

9.	 Asuransi dan Pencegahan Kerugian
Selain memberikan perlindungan, asuransi juga mendorong upaya 
pencegahan kerugian. Perusahaan asuransi menyediakan kebijakan 
dan prosedur untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian. 
Dengan pendekatan ini, mereka membantu pemegang polis dalam 

59Surat Berharga dan Asuransi



mengidentifikasi dan mengatasi potensi risiko sebelum kerugian signi-
fikan terjadi.

10.	 Asuransi dan Pemeliharaan Kesehatan
Perusahaan asuransi melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala 
bagi pemegang polis. Layanan ini tidak hanya memberikan perlin-
dungan tetapi juga mendukung kesehatan dan kesejahteraan para 
pemegang polis. Dengan demikian, asuransi berperan penting dalam 
menjaga kesehatan dan memberikan perhatian berkelanjutan kepada 
para pemegang polis.

Asuransi memberikan berbagai keuntungan penting yang mendukung 
stabilitas finansial bagi individu dan perusahaan. Dengan mengalihkan risiko 
dari ketidakpastian, asuransi melindungi dari kerugian yang tidak terduga 
dan berperan sebagai sumber dana investasi yang krusial. Selain itu, asuransi 
membantu perusahaan memenuhi persyaratan kredit, mengurangi kekha-
watiran, dan menstabilkan biaya modal. 

Asuransi juga menyediakan layanan profesional tanpa biaya tambahan, 
mendorong pencegahan kerugian, dan melakukan pengecekan kesehatan 
berkala. Secara keseluruhan, asuransi memainkan peran vital dalam memas-
tikan keamanan finansial, kesehatan, dan perencanaan yang efektif.

Syarat-Syarat Asuransi
Asuransi adalah bentuk perlindungan finansial yang semakin dibutuhkan di 
era modern. Di tengah ketidakpastian hidup, asuransi memberikan perlin-
dungan bagi individu maupun bisnis dari berbagai risiko tak terduga, seperti 
kecelakaan, kerugian harta benda, hingga masalah kesehatan. Asuransi tidak 
hanya membantu meminimalkan kerugian finansial, tetapi juga memberikan 
rasa aman bagi penggunanya. Oleh karena itu, penting untuk memahami 
konsep dasar asuransi, terutama bagi mereka yang ingin menjadikannya 
bagian dari perencanaan keuangan mereka (Siregar, 2023: 3386).

Sebelum seseorang memilih untuk mengikuti program asuransi, ada 
beberapa syarat yang harus dipahami dengan baik. Syarat-syarat ini menjadi 
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BAB V
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) DAN 

PERLINDUNGAN KONSUMEN

Objek dan Sistem HKI
Hak Kekayaan Intelektual, sering disingkat HKI atau HaKI, adalah istilah 
yang setara dengan Intellectual Property Rights (IPR) dalam bahasa Inggris. 
HKI mencakup hak-hak yang diperoleh atas hasil pemikiran kreatif yang 
menghasilkan produk atau proses yang bermanfaat bagi manusia. Pada 
dasarnya, HKI memberikan hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari 
kreativitas intelektual. Oleh karena itu, pembahasan mengenai HKI meliputi 
objek HKI, sistem HKI, lembaga HKI dan posisinya di tingkat internasional, 
sejarah perlindungan HKI di Indonesia, serta perjanjian-perjanjian terkait 
HKI (Rizkia, 2022: 34).

Objek yang diatur dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) meliputi 
karya-karya yang lahir dari kemampuan intelektual manusia, seperti inovasi, 
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penemuan, dan ciptaan kreatif. Berbagai jenis karya seperti karya sastra, seni, 
teknologi, dan desain. HKI memberikan perlindungan terhadap karya-karya 
tersebut untuk mencegah penggunaan atau penyalinan tanpa izin. Malian 
(2018: 241—242) menjelaskan HKI memiliki beberapa objek utama, yaitu:
1.	 Hak Cipta

Hak cipta melindungi karya-karya sastra, seni, dan ilmiah, seperti buku, 
musik, film, lukisan, dan perangkat lunak komputer. Hak ini membe-
rikan pencipta hak eksklusif untuk mengatur penggunaan, reproduksi, 
dan distribusi karya-karya tersebut. Pencipta dapat mengizinkan atau 
melarang pihak lain menggunakan karya mereka. Dengan hak cipta, 
pencipta terlindungi dari plagiarisme dan penyalahgunaan karya yang 
telah mereka ciptakan.

2.	 Paten
Paten melindungi penemuan baru, baik berupa produk, proses, atau 
metode yang memberikan solusi teknis terhadap suatu masalah. Dengan 
paten, penemu mendapatkan hak eksklusif untuk membuat, menggu-
nakan, atau menjual penemuan mereka selama jangka waktu tertentu, 
biasanya 20 tahun. Selama periode tersebut, orang lain tidak diperbo-
lehkan memproduksi atau menjual penemuan tersebut tanpa izin. Paten 
mendorong inovasi dengan memberikan penghargaan atas usaha dan 
kreativitas penemu.

3.	 Merek Dagang
Merek dagang melindungi simbol, nama, atau logo yang digunakan 
untuk membedakan produk atau jasa dari perusahaan satu dengan yang 
lainnya. Perlindungan ini membantu konsumen mengenali produk dan 
menjaga reputasi merek di pasar. Hanya perusahaan yang terdaftar yang 
dapat menggunakan merek dagang tersebut untuk produk atau jasa 
mereka. Pendaftaran merek dagang memberikan hak eksklusif dan 
perlindungan hukum terhadap identitas visual produk perusahaan.

4.	 Desain Industri
Desain industri melindungi aspek visual dari produk, seperti bentuk, 
pola, atau warna, yang memberikan daya tarik estetika. Perlindungan ini 
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berlaku untuk desain yang baru dan orisinal, memberikan hak eksklusif 
kepada pemilik untuk menggunakan desain tersebut dalam produksi 
dan penjualan. Desain industri tidak hanya melindungi fungsi produk 
tetapi juga elemen estetika yang membedakannya di pasar. Dengan 
perlindungan ini, pemilik dapat mencegah pihak lain meniru desain 
mereka tanpa izin.

5.	 Rahasia Dagang
Rahasia dagang melindungi informasi bisnis yang bersifat rahasia, 
seperti formula, proses, atau strategi bisnis, yang memberikan keun-
tungan kompetitif. Perlindungan ini memastikan bahwa informasi yang 
tidak dipublikasikan tetap terjaga kerahasiaannya. Pihak ketiga tidak 
dapat mengungkapkan, menggunakan, atau memperoleh informasi 
tersebut tanpa izin pemilik rahasia dagang. Rahasia dagang membantu 
perusahaan menjaga keunggulan kompetitif dan nilai tambah dari 
informasi sensitif yang dimiliki.

Sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah bentuk hak privat yang 
merupakan salah satu ciri khas dari HKI itu sendiri. Hak eksklusif ini dibe-
rikan oleh negara kepada individu seperti inventor, pencipta, dan desainer 
sebagai bentuk penghargaan atas hasil karya dan kreativitas mereka. Dengan 
hak ini, negara tidak hanya melindungi karya-karya tersebut tetapi juga 
memberikan dorongan bagi pencipta untuk terus berinovasi. Hak eksklusif 
ini memungkinkan pencipta untuk mengontrol penggunaan dan distribusi 
karya mereka, serta mencegah orang lain menyalin atau memanfaatkan 
kreativitas tanpa izin (Malian, 2018: 250).

Selain itu, sistem HKI juga mendukung penerapan dokumentasi yang 
baik terhadap berbagai bentuk kreativitas manusia. Dokumentasi ini penting 
untuk memastikan bahwa karya-karya baru dapat diidentifikasi dan dilin-
dungi secara efektif. Dengan adanya sistem dokumentasi yang teratur, risiko 
duplikasi atau pelanggaran terhadap karya kreatif dapat dikurangi. Hal ini 
membantu menjaga keaslian karya dan memastikan bahwa hak-hak pencipta 
dihormati serta terlindungi sesuai hukum.

73Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Perlindungan Konsumen



Badan dan Kedudukan HKI
Masuknya TRIPS (Trade Related Intellectual Property Rights) dalam paket 
persetujuan WTO pada tahun 1994 menandai dimulainya era baru dalam 
pengembangan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di seluruh dunia. Dengan 
pengaturan ini, HKI menjadi erat kaitannya dengan perdagangan dan inves-
tasi global, yang sebelumnya mungkin kurang diperhatikan dalam konteks 
ekonomi internasional. TRIPS menetapkan standar perlindungan HKI yang 
lebih seragam di berbagai negara, sehingga mempermudah perdagangan 
internasional dan mengurangi ketidakpastian hukum bagi investor dan 
pelaku bisnis.

Perubahan ini menunjukkan betapa pentingnya HKI dalam pemba-
ngunan ekonomi dan perdagangan global, serta mendorong terbentuknya 
masyarakat berbasis pengetahuan. Masyarakat ini mengandalkan inovasi 
dan kreativitas sebagai pilar utama pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks 
ini, perlindungan HKI tidak hanya berfungsi sebagai hak hukum, tetapi 
juga sebagai alat strategis untuk mendorong investasi dalam penelitian dan 
pengembangan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi 
(Rizkia, 2022: 37).

World Intellectual Property Organization (WIPO) berperan penting 
dalam pengelolaan dan perlindungan HKI secara internasional. Sebagai 
badan khusus PBB, WIPO menetapkan standar dan pedoman global untuk 
perlindungan HKI serta memfasilitasi kerja sama internasional dalam bidang 
ini. Indonesia, dengan meratifikasi Paris Convention for the Protection of 
Industrial Property dan Convention Establishing the World Intellectual 
Property Organization, menunjukkan komitmennya untuk mengikuti 
standar internasional. Keanggotaan Indonesia dalam WIPO menegaskan 
dedikasinya untuk mengintegrasikan perlindungan HKI dalam kebijakan 
perdagangan dan investasi serta berpartisipasi aktif dalam upaya global 
perlindungan HKI.

HKI memiliki kedudukan tersendiri dalam keanggotaan Indonesia. 
Huda (2020: 37—38) menjelaskan berbagai kedudukan HKI dalam Indonesia 
sebagaimana berikut ini:

74 HUKUM DAN KONTRAK BISNIS



1.	 Kepatuhan terhadap Standar Internasional
Indonesia menunjukkan komitmennya untuk mematuhi standar 
internasional dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) 
dengan menjadi anggota WIPO dan meratifikasi Paris Convention for 
the Protection of Industrial Property serta Convention Establishing 
the World Intellectual Property Organization. Dengan kepatuhan ini, 
hukum HKI di Indonesia selaras dengan standar global, yang memper-
mudah integrasi dalam perdagangan internasional. Hal ini juga mendu-
kung kerjasama internasional dan memperkuat posisi Indonesia di 
pasar global.

2.	 Penguatan Sistem Perlindungan HKI Nasional
Keanggotaan Indonesia dalam WIPO mendorong pembaruan dan 
penguatan sistem perlindungan HKI di dalam negeri. Melalui kepa-
tuhan terhadap standar internasional, Indonesia memperbarui undang-
undang dan peraturan terkait hak cipta, paten, merek dagang, dan desain 
industri. Penguatan sistem ini bertujuan untuk melindungi inovasi dan 
kreativitas lokal dengan lebih efektif, serta memberikan perlindungan 
yang lebih baik bagi pemegang HKI di Indonesia.

3.	 Fasilitasi Akses ke Jaringan Internasional
Sebagai anggota WIPO, Indonesia dapat mengakses jaringan inter-
nasional yang luas dalam bidang HKI. Ini memfasilitasi kolaborasi 
dengan negara lain, pertukaran informasi, dan akses ke bantuan teknis 
dari organisasi internasional. Jaringan ini membantu Indonesia dalam 
memperluas jangkauan perlindungan HKI, mengikuti perkembangan 
global, dan berpartisipasi dalam diskusi serta kegiatan internasional 
mengenai isu-isu HKI.

4.	 Peningkatan Investasi dan Inovasi
Keanggotaan Indonesia dalam WIPO mendukung peningkatan inves-
tasi, baik asing maupun domestik, di bidang inovasi. Perlindungan HKI 
yang kuat menciptakan lingkungan hukum yang stabil dan terpercaya, 
yang menarik bagi investor. Dengan perlindungan HKI yang memadai, 
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pengembangan produk dan teknologi baru dapat berkembang pesat, 
meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di pasar global.

5.	 Pendidikan dan Kesadaran Publik
Keanggotaan Indonesia dalam WIPO juga berkontribusi pada pening-
katan pendidikan dan kesadaran publik mengenai pentingnya HKI. 
WIPO menyelenggarakan program pelatihan, seminar, dan kampanye 
yang meningkatkan pemahaman masyarakat serta pelaku bisnis tentang 
hak dan kewajiban terkait HKI. Upaya ini membantu membangun 
budaya penghargaan terhadap kekayaan intelektual dan mendukung 
kepatuhan terhadap hukum HKI.

6.	 Pemecahan Sengketa Internasional
Sebagai anggota WIPO, Indonesia memiliki akses ke mekanisme 
penyelesaian sengketa internasional yang disediakan oleh organisasi 
ini. Indonesia memiliki penanganan tersendiri terhadap sengketa HKI 
dengan lebih efektif dan adil di tingkat internasional. Akses ke meka-
nisme ini juga melindungi hak-hak pemegang HKI Indonesia di luar 
negeri, membantu menyelesaikan perselisihan secara diplomatis dan 
sesuai dengan standar internasional

Keanggotaan Indonesia dalam World Intellectual Property Organization 
(WIPO) dan ratifikasi perjanjian internasional seperti Paris Convention 
for the Protection of Industrial Property menunjukkan komitmen negara 
ini terhadap standar global dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 
(HKI). Hal ini memperkuat posisi Indonesia di pasar global dengan memas-
tikan bahwa hukum HKI nasional selaras dengan peraturan internasional. 

Dengan mengikuti standar global, Indonesia tidak hanya mempermu-
dah integrasi dalam perdagangan internasional, tetapi juga meningkatkan 
perlindungan untuk inovasi dan kreativitas lokal. Selain itu, keanggotaan 
Indonesia dalam WIPO membuka akses ke jaringan internasional yang luas, 
yang mendukung kolaborasi, pertukaran informasi, dan akses ke bantuan 
teknis dalam bidang HKI. Tidak hanya membantu penguatan sistem perlin-
dungan HKI di dalam negeri, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan 
investasi dan inovasi. 
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Dengan adanya dukungan dari WIPO, Indonesia dapat menangani 
sengketa internasional secara lebih efektif dan membangun kesadaran publik 
mengenai pentingnya HKI, yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan 
ekonomi dan daya saing negara di tingkat global.

Perjanjian yang Terkait HKI
Perjanjian Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah kesepakatan internasi-
onal yang mengatur bagaimana hak-hak kekayaan intelektual dilindungi 
di berbagai negara. Perjanjian ini menetapkan standar global untuk perlin-
dungan hak cipta, paten, merek dagang, dan desain industri yang harus 
dipatuhi oleh negara-negara anggotanya. Salah satu contoh penting adalah 
TRIPS (Trade Related Intellectual Property Rights), yang menjadi bagian 
dari sistem perdagangan internasional di bawah World Trade Organization 
(WTO) (Huda, 2020: 39).

TRIPS menetapkan persyaratan minimum untuk perlindungan HKI 
dan menyediakan kerangka hukum yang membantu negara-negara anggota 
dalam memperbaiki undang-undang HKI mereka, sehingga menciptakan 
lingkungan yang lebih adil dan harmonis untuk perdagangan internasional. 
Selain TRIPS, terdapat perjanjian internasional lain yang berperan penting 
dalam perlindungan HKI, seperti Paris Convention for the Protection of 
Industrial Property dan Berne Convention for the Protection of Literary 
and Artistic Works. 

Paris Convention mengatur perlindungan paten dan merek dagang, 
sementara Berne Convention fokus pada perlindungan hak cipta untuk 
karya sastra dan artistik. Perjanjian-perjanjian ini menyediakan mekanisme 
untuk menyelesaikan sengketa dan memfasilitasi kerjasama internasional. 
Dengan adanya perjanjian HKI, negara-negara dapat bekerja sama untuk 
menangani pelanggaran dan meningkatkan kesadaran global mengenai 
pentingnya perlindungan HKI.

Secara umum, Malian (2018: 279—283) menjelaskan bahwa perjanjian 
yang terkait dengan HKI meliputi:
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1.	 Perjanjian Lisensi
Perjanjian lisensi adalah kesepakatan antara pemegang hak kekayaan 
intelektual (HKI) dan pihak lain. Dalam perjanjian ini, pemegang hak 
memberikan izin kepada pihak tersebut untuk menggunakan haknya 
selama jangka waktu tertentu, dengan imbalan pembayaran royalti. 
Perjanjian lisensi memiliki berbagai poin utama yang perlu dicantum-
kan, di antaranya sebagai berikut.
a.	 Tanggal dan Identitas Pihak

Perjanjian lisensi harus mencantumkan tanggal pembuatan doku-
men tersebut, yang penting untuk menetapkan kapan hak dan 
kewajiban mulai berlaku. Selain itu, nama lengkap dan alamat dari 
kedua belah pihak yang terlibat harus dicantumkan dengan jelas. 
Pihak pertama adalah pemegang hak kekayaan intelektual (HKI), 
sedangkan pihak kedua adalah penerima lisensi. 

b.	 Objek Lisensi
Perjanjian harus menjelaskan dengan rinci tentang hak atau tekno-
logi yang dilisensikan. Ini meliputi jenis hak kekayaan intelektual 
seperti paten, hak cipta, merek dagang, atau teknologi tertentu yang 
diizinkan untuk digunakan oleh penerima lisensi. Deskripsi yang 
jelas mengenai objek lisensi membantu menghindari kebingungan 
dan sengketa terkait hak-hak yang diberikan. 

c.	 Jangka Waktu dan Royalti
Perjanjian lisensi harus menyebutkan durasi lisensi, yaitu periode 
di mana penerima lisensi diizinkan menggunakan hak yang dibe-
rikan. Durasi ini bisa berupa jangka waktu tertentu atau berdasar-
kan pencapaian tertentu. Selain itu, perjanjian harus menetapkan 
jumlah royalti yang harus dibayar oleh penerima lisensi, termasuk 
frekuensi dan metode pembayaran, seperti bulanan atau tahunan. 

d.	 Kewenangan Pemberian Lisensi Lebih Lanjut
Perjanjian harus mengatur apakah penerima lisensi diperbolehkan 
untuk memberikan sub-lisensi kepada pihak ketiga. Jika pemberian 
sub-lisensi diperbolehkan, perjanjian harus mencakup syarat dan 
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batasan terkait pemberian sub-lisensi tersebut, termasuk kewajiban 
penerima lisensi untuk memberitahukan pemegang hak utama. 

e.	 Batas Wilayah
Perjanjian lisensi harus menetapkan wilayah geografis di mana 
lisensi berlaku, apakah itu bersifat lokal, nasional, atau internasio-
nal. Menentukan batas wilayah sangat penting untuk menghindari 
konflik dengan lisensi lain di area yang sama dan untuk mengatur 
hak pasar yang spesifik. 

2.	 Perjanjian Waralaba 
Perjanjian waralaba adalah kontrak yang mengatur hubungan antara 
pemilik merek (franchisor) dan pihak yang membeli hak untuk meng-
gunakan merek tersebut (franchisee). Dalam perjanjian ini, franchisor 
memberikan hak kepada franchisee untuk menjalankan usaha dengan 
menggunakan merek dagang, sistem bisnis, dan teknologi yang telah 
terbukti berhasil. 

Kontrak ini mencakup detail mengenai hak dan kewajiban masing-
masing pihak, termasuk pelatihan, dukungan operasional, dan standar 
kualitas yang harus dipatuhi oleh franchisee. Kejelasan mengenai hal-hal 
ini penting agar franchisee dapat menjalankan usaha sesuai dengan 
standar yang ditetapkan oleh franchisor.

Selain itu, perjanjian waralaba juga mengatur ketentuan mengenai 
biaya dan pembayaran. Kontrak ini juga menetapkan masa berlaku, 
ketentuan perpanjangan, dan prosedur terminasi jika kontrak diakhiri 
lebih awal. Ketentuan ini penting untuk melindungi hak-hak kedua 
belah pihak dan menyediakan jalan keluar yang jelas dalam menghadapi 
masalah atau perselisihan.

3.	 Perjanjian Penetapan Standar Teknis Produk Barang atau Jasa
Perjanjian penetapan standar teknis untuk produk barang atau jasa 
dalam konteks Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah dokumen 
penting yang mengatur spesifikasi teknis yang harus dipatuhi dalam 
pembuatan atau penyediaan produk dan jasa. Dokumen ini mencakup 
rincian tentang standar kualitas, bahan, metode produksi, dan prosedur 
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pengujian yang harus diikuti. Tujuannya adalah untuk memastikan 
bahwa produk atau jasa yang dihasilkan sesuai dengan kualitas dan 
kinerja yang diharapkan.

Dalam perjanjian ini, juga diatur hak dan kewajiban pihak-pihak 
terkait dalam mematuhi standar teknis tersebut. Pihak yang memegang 
HKI biasanya menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak 
ketiga yang menggunakan HKI mereka, seperti dalam lisensi atau wara-
laba. Perjanjian ini mencakup hak pemantauan dan pengawasan oleh 
pemegang HKI untuk memastikan bahwa standar teknis tetap dipatuhi.

Selain itu, perjanjian ini menyertakan ketentuan mengenai pena-
nganan pelanggaran terhadap standar yang ditetapkan. Ini termasuk 
mekanisme untuk mengatasi ketidaksesuaian, tindakan perbaikan 
yang harus diambil, dan sanksi atau denda yang mungkin dikenakan. 
Dengan perjanjian yang jelas, semua pihak dapat memastikan bahwa 
produk atau jasa yang dihasilkan mematuhi standar yang ditetapkan 
dan melindungi nilai HKI yang dimiliki.

4.	 Perjanjian Keagenan Barang atau Jasa
Perjanjian keagenan barang atau jasa yang melibatkan Hak Kekayaan 
Intelektual (HKI) mengatur hubungan antara pemilik HKI dan agen 
yang diberi hak untuk memasarkan atau menjual produk atau layanan 
yang dilindungi HKI tersebut. Perjanjian ini harus mencantumkan 
informasi lengkap mengenai kedua belah pihak, seperti nama, alamat, 
dan tanggal pembuatan kontrak. Selanjutnya, penting untuk menjelas-
kan dengan jelas objek lisensi, yaitu hak atau teknologi yang dilindungi 
HKI dan bagaimana agen dapat menggunakannya.

Selain itu, perjanjian harus menetapkan jangka waktu keagenan, 
termasuk durasi kontrak dan mekanisme pembayaran royalti atau 
komisi yang harus diberikan kepada pemilik HKI. Ketentuan tentang 
kemungkinan perpanjangan kontrak juga perlu dicantumkan. 

Perjanjian harus menentukan apakah agen diperbolehkan membe-
rikan sub-lisensi kepada pihak ketiga dan menetapkan batas wilayah 
geografis tempat agen dapat beroperasi. Perjanjian harus mencakup 
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ketentuan mengenai perlindungan HKI dari pelanggaran serta cara 
penyelesaian sengketa untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban 
masing-masing pihak terlindungi dengan baik.

5.	 Perjanjian Kerja Sama Penelitian
Perjanjian Kerja Sama Penelitian yang melibatkan Hak Kekayaan 
Intelektual (HKI) adalah dokumen penting yang menentukan bagai-
mana hasil penelitian bersama akan dikelola dan dibagi. Dalam perjan-
jian ini, penting untuk mencantumkan informasi lengkap tentang semua 
pihak yang terlibat, termasuk nama, alamat, dan tanggal pembuatan 
perjanjian. 

Perjanjian ini harus menjelaskan secara rinci hak kekayaan intelek-
tual yang dihasilkan, seperti paten, hak cipta, atau rahasia dagang, serta 
bagaimana hak-hak ini akan dikelola dan dibagi di antara para peneliti. 
Selain itu, perjanjian harus mencakup ketentuan mengenai kepemi-
likan dan pengelolaan HKI yang dihasilkan, serta hak dan kewajiban 
masing-masing pihak dalam hal pengembangan, perlindungan, dan 
komersialisasi hasil penelitian. 

Jangka waktu perjanjian dan ketentuan mengenai kemungkinan 
perpanjangan juga harus dijelaskan dengan jelas. Terakhir, perjanjian 
ini perlu memuat prosedur penyelesaian sengketa dan tanggung jawab 
masing-masing pihak dalam hal pelanggaran HKI, untuk memastikan 
bahwa semua pihak memahami hak dan kewajiban mereka dengan jelas.

6.	 Perjanjian Internasional
Perjanjian internasional terkait Hak Kekayaan Intelektual (HKI) meru-
pakan kesepakatan antara berbagai negara untuk menetapkan aturan 
perlindungan HKI secara global. Perjanjian ini sering kali mencakup 
mekanisme untuk kerja sama dalam penegakan hukum dan pertukaran 
informasi, serta menentukan hak dan kewajiban negara-negara peserta 
dalam penerapan standar HKI yang telah disepakati. Perjanjian inter-
nasional terdiri dari berbagai bentuk dan istilah, di antaranya sebagai 
berikut.
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a.	 Konvensi/Covenant
Konvensi atau covenant adalah perjanjian internasional resmi yang 
mengatur hubungan antara beberapa negara atau entitas. Biasanya, 
konvensi bersifat multilateral dan diinisiasi oleh lembaga atau orga-
nisasi internasional, baik di bawah PBB atau badan independen. 
Konvensi sering kali menjadi landasan hukum untuk kerja sama 
internasional dalam berbagai bidang.

b.	 Protokol
Protokol berfungsi sebagai tambahan atau modifikasi terhadap 
konvensi yang sudah ada, menyertakan ketentuan tambahan yang 
tidak termasuk dalam teks utama konvensi. Protokol bisa juga 
membatasi ketentuan konvensi untuk negara-negara tertentu atau 
menambah detail pelaksanaan yang belum diatur. Selain itu, proto-
kol dapat berdiri sendiri sebagai perjanjian independen tanpa 
harus melalui ratifikasi, memberikan fleksibilitas tambahan dalam 
pengaturan internasional. 

c.	 Persetujuan (Agreement)
Persetujuan atau agreement adalah bentuk perjanjian yang biasanya 
lebih informal dibandingkan konvensi atau protokol. Persetujuan 
ini sering digunakan untuk kesepakatan yang sifatnya lebih teknis, 
administratif, atau terbatas pada sejumlah pihak yang lebih kecil. 
Persetujuan ini memungkinkan penyesuaian cepat terhadap kebu-
tuhan atau situasi yang tidak memerlukan formalitas yang lebih 
rumit.

d.	 Arrangement
Arrangement adalah kesepakatan yang mirip dengan persetujuan, 
namun sering kali bersifat sementara dan lebih spesifik. Biasanya, 
arrangement digunakan untuk pengaturan yang memiliki tujuan 
jangka pendek atau bersifat ad hoc. Bentuk arrangement ini 
memungkinkan penyesuaian cepat terhadap perubahan kebutuhan 
atau situasi yang berkembang. 
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BAB VI
ANTI MONOPOLI DAN  

PERSAINGAN TIDAK SEHAT

Makna Anti Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat
Secara etimologis, kata “monopoli” berasal dari bahasa Yunani, yaitu ‘Monos’ 
yang berarti sendiri, dan ‘Polein’ yang berarti menjual. Secara sederhana, 
istilah ini menggambarkan situasi di mana hanya ada satu penjual yang 
menyediakan barang atau jasa tertentu di pasar. Dalam kondisi monopoli, 
penjual tunggal memiliki kontrol penuh atas pasokan dan harga barang 
atau jasa tersebut, sehingga tidak ada alternatif bagi konsumen dan tidak 
ada persaingan yang mendorong penjual untuk meningkatkan kualitas atau 
menurunkan harga (Siswanto, 2004).

Amerika Serikat, istilah “antitrust” sering digunakan untuk merujuk 
pada undang-undang dan kebijakan yang dirancang untuk melawan mono-
poli dan mendorong persaingan yang sehat di pasar. Sebaliknya, di Eropa, 
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istilah “dominasi pasar” digunakan untuk menjelaskan situasi di mana satu 
perusahaan menguasai sebagian besar pasar dan dapat mempengaruhi 
kondisi pasar secara signifikan.

Selain itu, istilah “kekuatan pasar” juga digunakan untuk menggambar-
kan kondisi di mana suatu entitas memiliki pengaruh besar dalam menetap-
kan harga dan kondisi pasar, meskipun tidak sepenuhnya menguasai pasar 
seperti dalam monopoli. Semua istilah ini menunjukkan berbagai cara untuk 
mendeskripsikan dan menganalisis dampak dari dominasi pasar oleh satu 
atau beberapa entitas besar.

Monopoli terjadi ketika satu perusahaan atau entitas menguasai seluruh 
pasar, mengendalikan harga dan pasokan barang atau jasa tanpa adanya 
pesaing. Dalam kondisi ini, konsumen tidak memiliki alternatif dan mung-
kin harus menghadapi harga yang lebih tinggi serta kualitas yang mungkin 
kurang optimal.

Dalam ekonomi, monopoli dan persaingan tidak sehat merupakan dua 
bentuk dinamika pasar yang sering berdampingan dan saling mempenga-
ruhi. Jayusman (2023: 134—137) menjelaskan berbagai bentuk dari mono-
poli dan persaingan tidak sehat, di antaranya terdiri:
1.	 Bentuk Monopoli

a.	 Monopoli Alamiah terjadi ketika satu perusahaan dapat menyedi-
akan barang atau jasa lebih efisien daripada beberapa perusahaan, 
umumnya dalam industri dengan investasi infrastruktur besar 
seperti utilitas air, listrik, dan gas. Misalnya, penyedia listrik di suatu 
daerah mungkin memiliki jaringan distribusi yang sangat mahal 
dan sulit untuk dibangun oleh perusahaan lain, sehingga mereka 
menguasai seluruh pasar dalam area tersebut.

b.	 Monopoli Legal muncul dari perlindungan hukum seperti paten 
atau hak cipta, di mana pemerintah memberikan hak eksklusif 
kepada satu perusahaan untuk memproduksi atau menjual produk 
tertentu. Contohnya adalah perusahaan farmasi yang memegang 
paten untuk obat tertentu, yang berarti tidak ada kompetitor lain 
yang dapat memproduksi obat tersebut selama masa paten berlaku.
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c.	 Monopoli Pasar terjadi ketika satu perusahaan menguasai seluruh 
pasar untuk suatu produk atau layanan, sehingga tidak ada pesaing 
lain. Sebagai contoh, perusahaan teknologi yang mendominasi 
pasar sistem operasi komputer tertentu bisa menjadi monopoli 
pasar jika mereka hampir tidak memiliki pesaing.

d.	 Monopoli Kekuatan mengacu pada situasi di mana perusahaan 
memiliki kekuatan pasar yang cukup untuk mempengaruhi harga 
dan output tanpa mempertimbangkan pesaing. Perusahaan besar 
dalam industri teknologi, yang mampu menetapkan harga tinggi 
karena tidak adanya produk substitusi yang memadai, merupakan 
contoh dari monopoli kekuatan.

2.	 Persaingan Tidak Sehat
a.	 Persaingan Harga terjadi ketika perusahaan menurunkan harga 

secara drastis untuk menarik konsumen, yang dapat merugikan 
pesaing dan menyebabkan kerugian finansial bagi perusahaan. 
Misalnya, toko ritel yang agresif mengurangi harga produk mereka 
untuk mengalahkan pesaing lokal, sehingga bisa menyebabkan 
kebangkrutan pesaing dan memungkinkan mereka untuk memo-
nopoli pasar.

b.	 Predatory Pricing adalah bentuk persaingan harga yang lebih 
ekstrem. Di mana sebuah perusahaan menetapkan harga sangat 
rendah untuk mengusir pesaing dari pasar dan kemudian mena-
ikkan harga setelah pesaing keluar. Contohnya adalah perusa-
haan besar yang menjual produk di bawah biaya produksi untuk 
memaksa kompetitor kecil keluar dari pasar, lalu menaikkan harga 
untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

c.	 Kartel adalah kelompok perusahaan yang berkoordinasi untuk 
mengontrol harga, produksi, dan distribusi barang atau jasa, meng-
hilangkan persaingan di antara mereka. Sebagai contoh, kelompok 
perusahaan minyak yang sepakat untuk menetapkan harga minyak 
pada tingkat tertentu untuk memaksimalkan keuntungan mereka.

d.	 Penipuan Pemasaran terjadi ketika perusahaan menipu konsumen 
dengan iklan yang menyesatkan tentang kualitas atau manfaat 
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produk. Misalnya, perusahaan yang mengiklankan produk dengan 
klaim kesehatan yang tidak terbukti untuk menarik pembeli, yang 
dapat merugikan konsumen dan pesaing yang mematuhi standar 
pemasaran yang adil.

e.	 Penggunaan Informasi Rahasia atau insider trading melibatkan 
penggunaan informasi yang tidak dipublikasikan untuk keun-
tungan pribadi dalam perdagangan saham atau barang. Contohnya 
adalah penggunaan informasi rahasia tentang keputusan kebijakan 
perusahaan yang dapat mempengaruhi harga saham untuk keun-
tungan pribadi atau kelompok tertentu.

Anti-monopoli dan persaingan tidak sehat adalah prinsip penting untuk 
menciptakan pasar yang adil dan kompetitif. Anti-monopoli berupaya 
mencegah dominasi pasar oleh segelintir perusahaan besar yang bisa meng-
hambat inovasi, menaikkan harga, dan menurunkan kualitas barang serta 
jasa. 

Sementara itu, persaingan tidak sehat mencakup praktik-praktik seperti 
penurunan harga yang tidak wajar, kartel, dan manipulasi pasar, yang dapat 
merugikan pengusaha kecil dan mengancam keadilan ekonomi. Dengan 
menegakkan prinsip anti-monopoli dan mengatasi persaingan tidak sehat, 
kita dapat memastikan lingkungan bisnis yang lebih transparan dan adil, di 
mana semua pelaku usaha memiliki kesempatan yang sama untuk berkem-
bang dan memberikan manfaat maksimal kepada konsumen.

Asas dan Tujuan Monopoli dan  
Persaingan Tidak Sehat
Asas dan tujuan monopoli serta persaingan tidak sehat, kita perlu memahami 
peran penting keduanya dalam pasar. Monopoli terjadi ketika satu perusa-
haan atau kelompok kecil perusahaan menguasai seluruh pasar, mengakibat-
kan berkurangnya pilihan bagi konsumen dan kemungkinan peningkatan 
harga. Sementara itu, persaingan tidak sehat mencakup berbagai praktik 
yang merugikan, seperti penetapan harga yang tidak adil, penyalahgunaan 
kekuatan pasar, dan kartel (Jayusman, 2023: 143)
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Tujuan utama dari pengaturan anti-monopoli dan penanggulangan 
persaingan tidak sehat adalah menciptakan pasar yang adil dan kompetitif. 
Dengan mencegah monopoli, kita berusaha memastikan bahwa tidak ada 
satu entitas yang memiliki kontrol berlebihan yang dapat merugikan konsu-
men dan menghambat inovasi. 

Sedangkan dengan mengatasi persaingan tidak sehat, kita ingin menjaga 
agar semua pelaku usaha memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing 
secara adil. Langkah-langkah ini tidak hanya mendukung pertumbuhan 
ekonomi yang sehat tetapi juga memastikan konsumen mendapatkan produk 
dan layanan berkualitas dengan harga yang wajar.

Terdapat berbagai asas yang mendasari dari monopoli dan persaingan 
secara ketat, di antaranya sebagai berikut (Nurdin, 2023: 12—13).
1.	 Asas Keterbatasan Kompetisi (Monopoli)

Monopoli terjadi ketika satu perusahaan menguasai pasar secara penuh 
atas suatu produk atau layanan. Karena tidak ada pesaing, perusahaan 
tersebut bebas menentukan harga. Hambatan untuk masuk ke pasar 
sangat tinggi, misalnya biaya yang besar atau peraturan ketat, membuat 
perusahaan lain sulit bersaing. Akibatnya, inovasi sering kali lambat 
karena tidak ada tekanan dari kompetitor untuk memperbaiki produk 
atau layanan.

2.	 Asas Persaingan Sempurna
Dalam persaingan sempurna, banyak perusahaan kecil bersaing secara 
bebas tanpa hambatan masuk atau keluar dari pasar. Produk yang dita-
warkan umumnya serupa, sehingga konsumen membuat keputusan 
berdasarkan harga. Semua pelaku pasar memiliki akses penuh terha-
dap informasi harga dan kualitas. Tidak ada satu perusahaan yang bisa 
mempengaruhi harga pasar karena banyaknya penjual dan pembeli.

3.	 Asas Persaingan Monopolistik
Persaingan monopolistik terjadi ketika perusahaan menawarkan produk 
yang sedikit berbeda, baik dari segi kualitas, merek, atau fitur khusus. 
Meskipun ada banyak pemain, setiap perusahaan memiliki kekuatan 
terbatas untuk menetapkan harga berdasarkan nilai tambah yang mereka 
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tawarkan. Pasar tetap terbuka bagi perusahaan baru, asalkan mereka 
mampu menawarkan inovasi yang menarik. Konsumen memilih produk 
berdasarkan preferensi pribadi, bukan hanya harga.

4.	 Asas Oligopoli
Oligopoli adalah situasi di mana hanya ada beberapa perusahaan besar 
yang mendominasi pasar. Perusahaan-perusahaan ini saling bergan-
tung dalam pengambilan keputusan, terutama terkait harga dan stra-
tegi bisnis. Setiap perubahan dari satu perusahaan, seperti menaikkan 
harga, sering kali diikuti oleh perusahaan lain. Karena persaingannya 
ketat, inovasi atau perubahan harga terjadi lebih cepat dibandingkan 
di pasar lain.

5.	 Asas Persaingan Tidak Sempurna (Monopsoni)
Monopsoni terjadi ketika hanya ada sedikit pembeli tetapi banyak 
penjual di pasar. Dalam kondisi ini, pembeli memiliki kendali besar 
atas harga karena penjual harus bersaing untuk mendapatkan perhatian 
mereka. Situasi ini menguntungkan pembeli yang bisa menekan harga 
beli. Sebaliknya, penjual memiliki daya tawar yang rendah, sehingga 
sering kali harus menerima harga yang lebih rendah dari nilai sebe-
narnya.

Asas monopoli dan persaingan tidak sehat bertujuan untuk mengenda-
likan pasar demi keuntungan satu pihak, baik melalui penguasaan sumber 
daya, produk, atau layanan. Penguasaan ini membatasi masuknya pesaing 
baru dan menciptakan kendali harga yang sering kali merugikan konsumen. 
Akibatnya, inovasi dan perbaikan produk atau layanan melambat karena 
tidak ada tekanan dari kompetitor. 

Dalam persaingan tidak sehat, praktik-praktik seperti kolusi, diskrimi-
nasi harga, atau hambatan buatan digunakan untuk menjaga dominasi pasar 
dan mencegah kompetisi yang adil. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip 
pasar yang efisien dan adil, di mana persaingan sehat seharusnya mendorong 
inovasi, efisiensi, dan memberikan keuntungan bagi konsumen.
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Kegiatan yang Dilarang dan Dikecualikan  
dalam Monopoli
Kegiatan yang dilarang dan dikecualikan dalam monopoli, penting untuk 
memahami bahwa monopoli adalah isu yang kompleks dalam dunia ekonomi. 
Di satu sisi, monopoli sering dianggap merugikan karena dapat menciptakan 
ketidakadilan, mengurangi persaingan, dan membebani konsumen. 

Di sisi lain monopoli bisa dianggap perlu atau diizinkan, terutama jika 
terkait dengan kepentingan umum atau untuk mendorong inovasi. Oleh 
karena itu, regulasi tentang monopoli memiliki dua sisi: ada praktik-praktik 
yang secara tegas dilarang demi menjaga keadilan pasar, namun terdapat 
pengecualian yang diberikan tergantung pada kondisi dan tujuan yang 
mendasarinya. Nurdin (2023: 29—30) menjelaskan berbagai kegiatan yang 
dilarang dan dikecualikan dalam monopoli, sebagaimana meliputi: 
1.	 Kegiatan yang Dilarang dalam Monopoli

a.	 Penguasaan Pasar Secara Tidak Wajar
Perusahaan dilarang menggunakan kekuatan monopolinya untuk 
menguasai pasar secara tidak wajar, misalnya dengan memaksa 
pelanggan hanya membeli produk mereka. Tindakan ini meng-
hambat persaingan yang sehat di pasar.

b.	 Diskriminasi Harga
Perusahaan monopoli dilarang menerapkan harga yang berbeda 
kepada pelanggan yang berada dalam kondisi serupa. Diskriminasi 
harga ini dapat mengganggu persaingan dan merugikan konsumen.

c.	 Kolusi atau Kerja Sama Tidak Sah
Monopoli yang melibatkan kerja sama ilegal antara perusahaan 
dengan pesaing untuk menetapkan harga atau membatasi pasokan 
guna menguasai pasar merupakan praktik yang dilarang.

d.	 Menekan Pesaing dengan Harga Predatory (Predatory Pricing)
Menetapkan harga yang sangat rendah untuk menyingkirkan 
pesaing dari pasar, lalu menaikkan harga setelah pesaing keluar, 
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merupakan praktik yang dilarang karena tidak adil dan merugikan 
kompetisi.

e.	 Menciptakan Hambatan Masuk Buatan
Perusahaan monopoli dilarang secara sengaja menciptakan 
hambatan masuk baru untuk mencegah perusahaan lain mema-
suki pasar, seperti melalui penggunaan taktik hukum yang tidak 
adil atau penguasaan teknologi penting.

2.	 Kegiatan yang Dikecualikan dalam Monopoli
a.	 Monopoli Alamiah (Natural Monopoly)

Dalam beberapa sektor, seperti utilitas publik (listrik dan air), 
monopoli diizinkan karena lebih efisien jika hanya ada satu peru-
sahaan yang mengelola layanan ini. Hal ini karena biaya untuk 
membangun dan memelihara infrastruktur sering kali sangat tinggi, 
sehingga satu perusahaan dapat melayani seluruh pasar dengan 
biaya yang lebih rendah.

b.	 Hak Paten dan Kekayaan Intelektual
Monopoli sementara diperbolehkan bagi pemegang hak paten atau 
kekayaan intelektual. Ini memberikan insentif bagi mereka untuk 
terus berinovasi dan menciptakan produk baru, karena mereka 
memiliki hak eksklusif untuk memasarkan penemuan atau karya 
mereka dalam jangka waktu tertentu.

c.	 Pengendalian Harga oleh Pemerintah
Monopoli dapat diizinkan jika pemerintah mengontrol harga dan 
praktik perusahaan. Dalam kasus ini, pemerintah memastikan 
bahwa harga tetap wajar dan kepentingan umum tetap terjaga, 
sehingga konsumen tidak dirugikan oleh kekuatan monopoli.

d.	 Penggabungan Usaha untuk Efisiensi Ekonomi
Penggabungan antara dua perusahaan besar yang menciptakan 
monopoli bisa dikecualikan jika hal ini membawa efisiensi ekonomi, 
seperti menurunkan biaya produksi dan harga barang untuk konsu-
men. Efisiensi ini harus dibuktikan dapat menguntungkan konsu-
men dan tidak merugikan persaingan secara keseluruhan.
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e.	 Monopoli dalam Keadaan Darurat Nasional
Dalam situasi darurat, seperti bencana alam atau perang, monopoli 
dapat diizinkan untuk memastikan pasokan barang atau layanan 
esensial tetap tersedia. Dalam keadaan ini, pengaturan monopoli 
membantu menjaga kestabilan dan keberlanjutan pasokan yang 
diperlukan untuk kebutuhan mendesak masyarakat.

Regulasi mengenai monopoli membagi kegiatan menjadi yang dila-
rang dan dikecualikan untuk menjaga keseimbangan dan keadilan di pasar. 
Praktik-praktik seperti penguasaan pasar secara tidak wajar, diskriminasi 
harga, kolusi antara perusahaan, penetapan harga predatory, dan penciptaan 
hambatan masuk buatan dilarang karena dapat merugikan konsumen dan 
menghambat persaingan sehat. 

Di sisi lain, pengecualian diberikan dalam situasi tertentu seperti mono-
poli alamiah yang lebih efisien, hak paten yang memotivasi inovasi, pengen-
dalian harga oleh pemerintah, penggabungan usaha yang menghasilkan 
efisiensi, dan keadaan darurat nasional. Pengecualian ini bertujuan memas-
tikan bahwa monopoli dapat beroperasi secara efektif tanpa merugikan 
kepentingan umum dan tetap menjaga persaingan yang adil.

Komisi Pengawasan serta Sanksi dalam Monopoli 
dan Persaingan
Sebelum membahas peran penting Komisi Pengawasan Persaingan Usaha 
(KPPU) dalam mengontrol praktik monopoli dan persaingan tidak sehat, 
penting untuk memahami bahwa pengawasan yang efektif adalah kunci 
untuk menjaga pasar tetap kompetitif dan adil. Di tengah perkembangan 
ekonomi yang terus berubah, kehadiran KPPU sangat penting untuk memas-
tikan bahwa perusahaan-perusahaan besar tidak menyalahgunakan kekuatan 
pasar mereka, yang bisa merugikan konsumen dan menghambat persaingan 
sehat.

KPPU berfungsi sebagai pengawas yang menilai dan mengatur kebijakan 
serta praktik bisnis, guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan pasar. KPPU 
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memiliki tanggung jawab yang luas, termasuk memantau dan mengevaluasi 
kegiatan bisnis serta menegakkan hukum persaingan. Dengan pengawasan 
yang ketat, KPPU memastikan bahwa pasar berjalan dengan mekanisme 
yang adil dan transparan, mendorong inovasi, dan melindungi hak-hak 
konsumen (Jayusman, 2023: 150).

KPPU memberikan beberapa sanksi dalam monopoli dan persaingan 
tidak sehat dalam kegiatan bisnis, di antaranya sebagai berikut (Mulyadi, 
2017: 6—7).
1.	 Denda Administratif

KPPU dapat mengenakan denda administratif kepada perusahaan 
yang terbukti melanggar hukum persaingan untuk memberikan efek 
jera. Denda ini berfungsi sebagai hukuman finansial yang signifikan 
dan juga membantu mengimbangi kerugian yang ditimbulkan akibat 
praktik monopoli atau persaingan tidak sehat. Tujuan utama dari denda 
ini adalah untuk mencegah pelanggaran serupa di masa depan.

2.	 Perintah untuk Mengubah Praktik Bisnis
KPPU dapat mengeluarkan perintah kepada perusahaan untuk meng-
hentikan praktik bisnis yang melanggar aturan, seperti kolusi atau 
diskriminasi harga. Perintah ini biasanya mencakup perubahan dalam 
kebijakan penetapan harga, strategi promosi, atau metode distribusi 
produk. Langkah ini bertujuan untuk memperbaiki kondisi pasar dan 
mengembalikannya ke jalur persaingan yang sehat.

3.	 Pembatalan atau Pencabutan Persetujuan
KPPU memiliki wewenang untuk membatalkan atau mencabut perse-
tujuan merger atau akuisisi yang dianggap merugikan persaingan. 
Pembatalan ini dilakukan untuk mencegah konsolidasi pasar yang dapat 
mengarah pada penguasaan pasar yang tidak sehat. Dengan cara ini, 
KPPU menjaga agar persaingan tetap terjaga dan pasar tetap dinamis.

4.	 Kewajiban untuk Memberikan Informasi
Perusahaan yang melanggar hukum persaingan dapat diwajibkan 
untuk menyediakan informasi terkait kegiatan bisnis mereka kepada 
KPPU. Kewajiban ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan 
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memungkinkan KPPU melakukan pemantauan yang lebih mendalam. 
Informasi yang akurat dan lengkap membantu KPPU memastikan 
kepatuhan terhadap hukum persaingan.

5.	 Larangan Terhadap Praktik Tertentu
KPPU dapat melarang perusahaan dari melakukan praktik bisnis 
tertentu yang dianggap merugikan persaingan, seperti harga predatory 
atau perjanjian eksklusif. Larangan ini bertujuan untuk menjaga pasar 
tetap kompetitif dan adil, serta mencegah perusahaan mendominasi 
pasar dengan cara yang tidak sehat. Praktik yang dilarang berusaha 
melindungi keseimbangan persaingan di pasar.

6.	 Ganti Rugi Kepada Konsumen
KPPU dapat memerintahkan perusahaan untuk memberikan kompen-
sasi atau ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan oleh praktik 
monopoli atau persaingan tidak sehat. Ini bertujuan untuk memper-
baiki kerugian yang dialami konsumen dan mengembalikan hak-hak 
mereka. Ganti rugi ini membantu memastikan bahwa konsumen tidak 
menanggung beban dari tindakan yang merugikan mereka.

7.	 Penyelidikan dan Audit
KPPU berwenang untuk melakukan penyelidikan dan audit menda-
lam terhadap perusahaan yang diduga melanggar hukum persaingan. 
Proses ini melibatkan pengumpulan bukti dan analisis menyeluruh 
untuk memastikan bahwa pelanggaran teridentifikasi dengan tepat. 
Penyelidikan yang komprehensif memastikan bahwa tindakan hukum 
yang tepat dapat diambil berdasarkan hasil audit.

8.	 Pembatasan atau Larangan Kegiatan Tertentu
KPPU dapat membatasi atau melarang perusahaan dari melakukan 
kegiatan bisnis tertentu yang merugikan persaingan, seperti perjan-
jian eksklusif atau pengaturan harga yang merugikan. Pembatasan ini 
bertujuan untuk melindungi pasar dari praktik yang dapat mengancam 
persaingan sehat. Dengan larangan ini, pasar tetap adil dan berfungsi 
secara optimal.
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9.	 Pengawasan dan Pelaporan Berkala
KPPU dapat menetapkan kewajiban bagi perusahaan untuk melaporkan 
kegiatan bisnis mereka secara berkala. Pengawasan ini bertujuan untuk 
memastikan bahwa perusahaan mematuhi keputusan KPPU dan tidak 
kembali ke praktik yang merugikan. Laporan berkala membantu KPPU 
memantau kepatuhan secara terus-menerus dan melakukan tindakan 
jika diperlukan.

10.	 Perubahan Struktur Organisasi
KPPU dapat memerintahkan perubahan dalam struktur organisasi 
perusahaan, seperti pemisahan unit bisnis tertentu, untuk mengu-
rangi penguasaan pasar. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan 
persaingan dengan mencegah dominasi pasar yang merugikan. Dengan 
restrukturisasi, KPPU berusaha menciptakan pasar yang lebih kompe-
titif dan sehat.

Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) memegang peranan 
penting dalam memastikan pasar tetap adil dengan mengawasi praktik 
monopoli dan persaingan tidak sehat. Dengan berbagai sanksi, seperti 
denda administratif dan perintah untuk mengubah praktik bisnis, KPPU 
bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan mengembalikan kondisi 
pasar ke jalur yang sehat. Sanksi ini dirancang untuk memberi efek jera 
kepada pelaku usaha dan mencegah tindakan yang merugikan konsumen 
serta menghambat persaingan.

KPPU juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan 
audit, serta menetapkan kewajiban pelaporan bagi perusahaan yang melang-
gar. Langkah-langkah ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan 
memastikan kepatuhan terhadap hukum persaingan. Selain itu, KPPU dapat 
memerintahkan perubahan dalam struktur organisasi perusahaan dan 
melarang praktik tertentu untuk mengurangi penguasaan pasar yang tidak 
sehat. Dengan semua tindakan ini, KPPU berkontribusi pada terciptanya 
lingkungan bisnis yang lebih kompetitif dan adil.
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BAB VII
PENYELESAIAN SENGKETA  

EKONOMI DAN KEPAILITAN

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Ekonomi
Dalam dunia ekonomi yang terus berkembang, sengketa antara pihak-pihak 
seperti perusahaan, konsumen, atau pemerintah seringkali tidak bisa dihin-
dari. Menyelesaikan sengketa ekonomi dengan baik sangat penting untuk 
menjaga kestabilan pasar dan memastikan keadilan bagi semua pihak yang 
terlibat. Mekanisme penyelesaian sengketa ini dirancang untuk menangani 
konflik dengan cara yang efektif dan efisien, serta mengurangi dampak nega-
tif yang mungkin muncul dari perselisihan yang berkepanjangan (Hidayat, 
2020: 20).

Memahami berbagai mekanisme ini sangat penting agar pihak-pihak 
yang terlibat dapat memilih jalur penyelesaian yang paling sesuai dengan 
situasi mereka. Dengan pemahaman yang baik tentang setiap metode, proses 
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penyelesaian sengketa dapat berjalan lebih lancar, mengurangi ketegangan, 
dan menghasilkan solusi yang adil bagi semua pihak.

Hariyanto (2014: 46—48) menjelaskan berbagai mekanisme yang dapat 
digunakan dalam penyelesaian sengketa ekonomi, sebagaimana berikut ini.
1.	 Mediasi

Mediasi melibatkan seorang mediator yang netral untuk memfasilitasi 
komunikasi antara pihak-pihak yang bersengketa. Mediator membantu 
mereka berdiskusi dan mencari solusi yang dapat diterima bersama 
tanpa memaksakan keputusan. Proses ini cenderung lebih cepat dan 
fleksibel dibandingkan metode lain, serta memberikan kesempatan bagi 
pihak-pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Mediasi sering 
dipilih karena prosesnya yang informal dan biaya yang relatif rendah.

2.	 Arbitrase
Arbitrase adalah proses di mana pihak-pihak yang bersengketa setuju 
untuk menyerahkan keputusan sengketa kepada seorang arbiter atau 
panel arbiter yang independen. Arbiter membuat keputusan berdasarkan 
bukti dan argumen yang disajikan oleh kedua belah pihak, dan kepu-
tusan ini bersifat final serta mengikat. Arbitrase menawarkan solusi yang 
lebih cepat dan privat dibandingkan litigasi, dan sering digunakan dalam 
kontrak bisnis untuk menyelesaikan perselisihan. Proses ini dirancang 
untuk mengurangi beban kasus di pengadilan.

3.	 Litigasi
Litigasi melibatkan penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan di 
mana kasus dibawa di depan hakim atau juri. Proses ini melibatkan 
pembuktian kasus dengan bukti dan saksi di pengadilan, dan keputusan 
yang diambil bersifat final serta mengikat. Litigasi cenderung lebih 
formal dan memerlukan waktu serta biaya yang signifikan. Ini adalah 
opsi terakhir jika negosiasi atau metode penyelesaian lainnya tidak 
berhasil mencapai resolusi.

4.	 Negosiasi
Negosiasi adalah proses di mana pihak-pihak yang bersengketa berbi-
cara langsung untuk mencapai kesepakatan tanpa melibatkan pihak 
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ketiga. Dalam negosiasi, masing-masing pihak menyampaikan posisi 
dan kepentingan mereka, lalu mencoba menemukan solusi kompromi 
yang memuaskan semua pihak. 

Proses ini dapat berlangsung secara langsung atau melalui perwa-
kilan dan seringkali menjadi langkah pertama sebelum menggunakan 
metode lain. Negosiasi dapat membantu mengurangi ketegangan dan 
membangun solusi yang lebih kreatif.

5.	 Konsiliasi
Konsiliasi adalah proses di mana seorang konsiliator, yang bersifat netral, 
membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai penyelesaian 
dengan memberikan saran dan rekomendasi. Berbeda dengan mediasi, 
konsiliator lebih aktif dalam memberikan panduan mengenai bagaimana 
sengketa dapat diselesaikan. 

Konsiliasi sering digunakan untuk mempercepat proses penyele-
saian sengketa dan memberikan wawasan tentang solusi yang mungkin 
tidak dipertimbangkan oleh pihak-pihak yang bersengketa. Metode 
ini bisa sangat berguna dalam konteks bisnis yang memerlukan solusi 
cepat dan efektif.

6.	 Pengadilan Administratif
Pengadilan administratif menangani sengketa yang melibatkan kepu-
tusan atau tindakan yang diambil oleh lembaga pemerintah. Dalam 
sengketa ekonomi yang melibatkan regulasi atau kebijakan pemerintah, 
pengadilan administratif dapat memberikan keputusan yang menentu-
kan cara penyelesaian sengketa tersebut. 

Proses ini sering kali melibatkan penilaian terhadap legalitas kepu-
tusan administratif dan dapat memberikan solusi yang sesuai dengan 
peraturan yang berlaku. Pengadilan administratif memastikan bahwa 
keputusan pemerintah sesuai dengan hukum dan prinsip keadilan.

7.	 Penilaian Pihak Ketiga
Penilaian pihak ketiga melibatkan penunjukan seorang ahli independen 
untuk mengevaluasi aspek tertentu dari sengketa, seperti nilai kerugian 
atau spesifikasi teknis. Penilaian ini tidak mengikat tetapi memberikan 
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